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ABSTRAK
Nama : LOUISE PATRICIA
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Kajian Sistem AdminisiraBadan Hukum (SABH) Menurut

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pensef@abatas
dan Aplikasinya

Tesis ini membahas mengenai Sistem AdministrasiaBadukum (SABH) yang
merupakan sistenonline yang diciptakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia guna pendaftaran prgssgesahan badan hukum
Perseroan Terbatas, proses persetujuan perubahggaran dasar, serta
pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan/amiPeideroan Terbatas. Sistem
Administrasi Badan Hukum berbasis pada Undang-Ugdéomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagai landasan hukuingang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengaturabBlovaris merupakan satu-
satunya kuasa dari para Pendiri Perseroan TerHatasn proses pengesahan badan
hukum Perseroan Terbatas dan juga kuasa dari Difkseroan dalam proses
persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga peinban perubahan anggaran
dasar dan/atau data Perseroan Terbatas. ApliksteinsiAdministrasi Badan Hukum
(SABH) tentu diharapkan memiliki sinkronisasi denddndang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selairelitagai sistenonline data-data
yang di-input oleh Notaris ke dalam database Siségiministrasi Badan Hukum
(SABH) juga memiliki kekuatan pembuktian di mataiaon.

Kata kunci:
Sistem online SABH, Undang-Undang Nomor 40 Tahuf72€ntang Perseroan
Terbatas, Sinkronisasi.
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ABSTRACT
Name : LOUISE PATRICIA
Study Program : Master of Notaryship
Title . Study of Legal Entity Adminiation System (SABH) According to

Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liabili§ompanies
and its Application

This Thesis deals with the Legal Entity Administvat System (SABH) which
constitutes an online system created by the Minsitl.aw and Human Rights of the
Republic Indonesia for registering the processeofalization of Limited Liability
Company legal entity, the process approval of ammamd of article of association,
and the notification of amendement of articles sdaiation, and/or data of Limited
Liability Companies. The Legal Entity Administrati®ystem based on Law Number
40 of 2007 concerning Limited Liability Companies its legal basis. Law Number
40 of 2007 concerning Limited Liability Companidgpslates that Notary is the only
proxy of the Founders of a Limited Liability Compas in the process of legalization
of Limited Liability Company legal entity and aldbe proxy of the Board of
Directors of the Company in the process of appr@fahmendment of articles of
association and also the notification of amendnoérdarticles of association and/or
data of Limited Liability Company. The applicatiaf Legal Entity Administration
System (SABH) is undoubtedly expected to be synthea with Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies. Ap&dm that, as an online system,
the data inputted by a Notary into the databadegzl Entity Administration System
(SABH) also has legal evidential power.

Kata kunci:
SABH online system, Law Number 40 of 2007 concegniamited Liability
Companies, Synchronized.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada dasarnya Perseroan Terbatas didefinisikargaebadan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berlasa perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar ydogitsgya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetagddam Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Berlimrikut dengan
peraturan-peraturan pelaksanaarinya

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dianggamasebubjek
hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atagadekan hubungan
hukum dengan berbagai pihak seperti mantiSiarseroan Terbatas memiliki
kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan prilpgda pemegang
sahamnya. Suatu Perseroan Terbatas baru dapaghbkéian sebagai badan
hukum apabila telah memperoleh Pengesahan BadanoniHualari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonési@engan telah
diperolehnya status badan hukum tersebut, parairpétetseroan Terbatas
tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi ataikggean yang dibuat atas
nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jaata® kerugian
Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang tdlambilnya? Proses
pengesahan Perseroan Terbatas menjadi suatu badkoam h pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republdoiresia, diajukan
oleh para pendiri Perseroan Terbatas melalui No&#iaku kuasa dari para
pendiri Perseroan Terbatas tersebut.

Notaris yang merupakan pejabat umum memiliki kewgaa untuk
membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas dangktgaakta Perubahan

Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan serta mekj@da untuk

YIndonesia,Undang-Undang Perseroan TerbatadU No. 40 tahun 2007, LN No. 106
Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 Angka 1.

’Ridwan Khairandy, “Perseroan Terbatas Sebagai Batidm,” Hukum BisnigVolume
26, Nomor 23, 2007) : 5.

? |bid.

“Lihat Herlien Budiono,Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotaat
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 46.
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mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum darsé&erbatas,
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroanjudan Pengajuan
Permohonan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasaratu Data
Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan Hsadsi AManusia
Republik Indonesia melalui media bersistewnline, yaitu Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH).

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada awalrdikenal
dengan sebutan SISMINBAKUM yang merupakan suatiersisnline yang
diciptakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi s Republik
Indonesia, untuk mempercepat proses Pengesaham Badam Perseroan
Terbatas, Persetujuan Anggaran Dasar Perseroan umadelaporan
Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan Terbatasnsférmasi
SISMINBAKUM menjadi Sistem Administrasi Badan Huku@$ABH),
merupakan bentuk optimalisasi pelayanan hukum &lemerintah kepada
masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan ngjateknologi
informasi secaraonling di mana Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia khususnya Direktoratddead Administrasi
Hukum Umum terus bergerak memberikan pelayananaiterlkepada
masyarakat.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tgrieamseroan
Terbatas mendefinisikan jasa teknologi informasiesn administrasi badan
hukum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepadayarakat dalam
proses pengesahan badan hukum, persetujuan penubalggaran dasar,
serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar alardata Perseroan.
Definisi Sistem Elektronik secara umum, pada dasamengacu pada Pasal
1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tenfafmymasi dan
Transaksi Elektronik, yaitu serangkaian peranglkat grosedur elektronik

yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mehgatsgenganalisis,

®SABH-NG Menjawab Tantangan Zaman, Diapresiasi Benyegara, Renvoi (Nomor
7/79, Desember, Th.07/2009).
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menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan n/adiau
menyebarkan Informasi Elektronik.

Notaris berperan penting selaku satu-satunya kuysea pendiri
Perseroan Terbatas dan juga kuasa Direksi untulgangman permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitggarabhahan anggaran
dasar dan/atau data Perseroan pada KementerianmHdlan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia.

Akta-akta yang dibuat Notaris dikategorikan sebag@da otentik karena
merupakan alat bukti yang sempurna bila diajukamuka Pengadilan. Akta
Notaris digolongkan menjadi dua, yaitu: Akta Padan juga Akta Rilas.
Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan juga AktayR&an Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham tergolong Akta Partgi giduat dihadapan
Notaris. Sedangkan Akta Berita Acara Rapat Umumr LBiasa Perseroan
Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar darfPataudahan Data
Perseroan, digolongkan sebagai Akta Rilas, yangipadian akta yang dibuat
oleh Notaris. Perbedaan kedua akta tersebut, akrlgdda tanggung jawab
Notaris di dalamnya. Dalam Akta Rilas, Notaris meatbberdasarkan apa
yang dilihat, didengar dan dicatatkan dalam suditaBerita Acara Rapat.
Sedangkan dalam Akta Partai, memuat dan menuang&handak para
penghadap yang akan membuat Perjanjian.

Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku kuash pdaa pendiri
Perseroan Terbatas dan juga kuasa Direksi untulgangman permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar, pemberitgdarabahan anggaran
dasar dan/atau data Perseroan, sering kali mendemabatan-hambatan
internal ataupun eksternal yang pada akhirnya mdermpbat dan juga
menunda proses pengajuan Persetujuan dan/atau oRelagerubahan
anggaran dasar Perseroan dan/atau data Persedmigaenterian Hukum

®Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomdrahiin 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalsatu atau sekumpulan data elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, sggabar, peta, rancangan, fotdectronicdata
interchange(EDI), surat elektronik €lectronic mai), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,
huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau pesfoyang telah diolah yang memiliki arti atau
dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
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dan Hak Asasi Manusia, melalui sistemline Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH).

Salah satu hambatan tersebut adalah perbedtabasedalam Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan data-datan daformasi-
informasi yang diperoleh Notaris baik secara langsdari pihak Perseroan
Terbatas ataupun dari data-data yang diserahkain pieak Perseroan
Terbatas kepada Notaris yang ditunjuk untuk memlAkta Perubahan
Anggaran Dasar dan/atau Data Perseroan.

Adanya ketidaksinkronisasian antara Undang-Undaogd 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas dengan aplikasnSAdministrasi Badan
Hukum (SABH) terkadang juga menjadi salah satu leerb dalam
pengaplikasian Sistem Administrasi Badan Hukum (BABleh Notaris.

Selain itu daluarsa akta-akta Notaris terkait peaniPerseroan Terbatas
dan juga perubahan Anggaran Dasar Perseroan dabpig Perseroan pada
akhirnya dapat menghambat Notaris dalam mengapagem Administrasi
Badan Hukum (SABH).

Hambatan-hambatan tersebut seringkali menimbulleaglkseta hukum
dan meletakkan Akta Notaris yang digunakan sebdgsar menginput data
ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) gaga informasi
yang terdapat dalam database aplikasi Sistem Adtrasi Badan Hukum
(SABH) sebagai alat-alat bukti di Pengadilan.

Pokok Per masalahan

Berdasarkan dari latar belakang yang dideskriptifkia atas, maka

dapat ditarik pokok permasalahan yang akan dibatadtsi, :

1. Sampai sejauhmanakah sinkronisasi hukum antgilikasi Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Undang-Urd&lomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraelegksanaannya serta
peraturan lain yang berkaitan dengan Perseroarafieex®

2. Bagaimanakah penyelesaian aplikasi Sistem Adtnasi Badan Hukum
(SABH) jika terjadi perbedaan antara database d&etem Administrasi
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Badan Hukum (SABH) dengan akta-akta Notaris yarapakjadikan dasar
untuk melakukan input data ke dalam Sistem AdmmasstBadan Hukum
(SABH)?

3. Bagaimanakah penyelesaian aplikasi Sistem Adtnasi Badan Hukum
(SABH) jika terjadi daluarsa atas akta-akta Notatesu akta risalah rapat
di bawah tangan yang akan digunakan sebagai dagak unelakukan
input data ke dalam Sistem Administrasi Badan Huk8/ABH)?

4. Bagaimana kekuatan bukti database dalam Sistedmimstrasi Badan
Hukum (SABH) dan akta-akta Notaris jika terjadi Ipeiaan dalam

sengketa hukum?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilengptahuan, yang
bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mempendia segala segi
kehidupar. Penelitan adalah suatu usaha untuk menganalista se
mengadakan konstruksi secara metodologis, sistgmaan konsisten.
Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untukperduonat, membina, dan

mengembangkan ilmu pengetahuan mantsia.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menamuwtaran
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-daktrihukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hulditakukan untuk
menghasilkan argumentasi, teori atau konsep bdvagse preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban ydragagkan dalam
penelitian hukum adalahight, appropriate inappropriate atau wrong,
sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwhylaagj diperoleh dalam

penelitian hukum sudah mengandung rilai.

'Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuroet.3. (Jakarta: Ul Press, 1986), hal. 3.

8Sri Mamudii et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukuifdakarta : Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), ham@ngutip Soerjono SoekantBgngantar
Penelitian Hukumcet. 3 (Jakarta: Ul Press, 1986).

®Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumEdisi Pertama, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2006),
hal. 35.
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Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecattan isu hukum
yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukumerapakan suatu
penelitian di dalam kerangk&nowhow di dalam hukunt® Isu hukum
mempunyai posisi yang sentral di dalam penelitiaskuin sebagaimana
kedudukan masalah di dalam penelitian lainnya laigm hukum itulah yang
harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebaganmpermasalahan

yang harus dijawab di dalam penelitian bukan huktim.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisaadalah metode
yuridis normatif. Metode adalah jalan atau cara capai atau mendapatkan
ilmu. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki reakerja yang khas
dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hy&am dihadapi
masyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum dipahami sebdmu tentang kaidah
(norma), merupakan ilmu yang menelaah hukum selbagdah atau sistem
kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum atau sist&nfmtkum sedemikian

rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas hukuagagimu kaidah?

Metode penelitian hukum normatif adalah suatu ploseenelitian
iimiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logddmuan hukum
dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam peti@hi hukum normatif
dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-ckesja ilmu hukum
normatif, yaitu iimu hukum yang objeknya hukum #endiri*® Metode
penelitian yuridis normatif merupakan penelitianngaditujukan untuk
mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. dirhukum mempunyai

karakter atau ciri yang khusus. Ciri khusus ilmiuma yaitu sifat normatit?

"Ibid., hal. 41.
“ibid., hal. 57.
“Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif Bagaimana?,’Law Review

Universitas Pelita Harapan(Volume 5, Nomor 3, Maret Tahun 2006) : 40, meiglidrahim dan
Johnny, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normafifjalang: Bayumedia Publishing, April
2005), hal. 45.

13 i
Ibid.
Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendek&talam Penelitian Hukum,Law

Review Universitas Pelita Harapafvolume 5, Nomor 3, Maret Tahun 2006) : 85-86.
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Penelitian hukum normatif pada dasarnya terbaag beberapa jenis

penelitian yaitu*?
a. Penelitian menarik asas hukum

Penelitian dapat dilakukan terhadap hukum posttutis maupun
tidak tertulis. Dalam memahami kaidah hukum dalaoats
peraturan perundang-undangan, penelitian ini daplakukan
untuk mencari asas hukum baik yang dirumuskan aeieasirat
maupun tersurat. Pada dasarnya asas hukum dibedataa asas
hukum konstitutif dan asas hukum regulatif. Asaskumu
konstitutif adalah asas yang harus ada bagi kehmspatu sistem
hukum, sedangkan asas hukum regulatif penting libagirosesnya

sistem hukum yang bersangkutan.
b. Penelitian sistematik hukum

Penelitian dilakukan terhadap pengertian dasaersmtik hukum

yang meliputi:
1). Subyek hukum ;
2). Hak dan kewajiban ;
3). Peristiwa hukum ;
4). Hubungan hukum ;
5). Obyek hukum.
c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundamggogan

Ada dua cara untuk melihat taraf sinkronisasi peeat perundang-

undangan, yaitu:

1°Sri Mamudii et al, op.cit, hal. 10.
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1). Secara vertikal, di sini yang dianalisa adalpératuran
perundang-undangan yang derajatnya berbeda yangatoen

bidang yang sama;

2). Secara horizontal, di mana yang dianalisa adakeraturan
perundang-undangan yang sederajat yang mengatandid

yang sama.
d. Penelitian perbandingan hukum

Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan tephderbagai
sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakante, atau
membandingkan pengertian dasar dalam tata hukuenter Dari

penelitian ini akan diperoleh pengetahuan tentagrggmaan dan

perbedaan berbagai sistem hukum.
e. Penelitian sejarah hukum

Penelitian yang menganalisa peristiva hukum seklranologis

dan melihat hubungannya dengan gejala sosial ydag a

Dalam penelitian ini, penulis mengambil jenis pérel normatif
penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundamgpungan secara vertikal,
yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangdPean Terbatas,
dan Peraturan Pelaksanaanya yang dikeluarkan oledkt@rat Jenderal
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Heasi Manusia
Republik Indonesia yang mengatur mengenai Sistermiddtrasi Badan
Hukum (SABH).

Sesuai dengan permasalahan yang akan ditelitiasggreneliti dapat
memilih tipe penelitian yang akan dipergunakannyenentuan tipe
penelitian akan membantu peneliti dalam kegiatamgpmpulan data dan
analisa datd® Tipologi penelitian yang digunakan di dalam peieii ini
adalah perpaduan antara penelitian deskriptif danelgian preskriptif.
Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan sedapat sifat suatu

%sri Mamudii et al, op.cit, hal. 3.
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individu, keadaan, gejala, atau kelompok terteatau untuk menentukan
frekuensi suatu gejala. Sedangkan dalam penelgraskriptif, merupakan

penelitian yang tujuannya memberikan jalan kelugaiuasaran untuk

mengatasi permasalah&n.Alasan untuk memilih perpaduan tipologi
penelitian deskriptif dan penelitian preskriptifadeh penelitian deskriptif
dipakai penulis untuk memberikan gambaran secagsattanengenai

kesinkronisasian hukum antara Undang-Undang NontbrTdhun 2007

tentang Perseroan Terbatas dengan Sistem AdmsiisBadan Hukum

(SABH), sedangkan penelitan preskrigdipilin agar dapat memberikan jalan
keluar dan saran sebagai solusi permasalahan hydagnditemukan.

Menurut tempat diperolehnya, data dalam peneldifedakan antara
data primer dan data sekunder. Data primer adaédh yang diperoleh
langsung dari masyarakat, sedangkan data sekuralaha data yang
diperoleh dari kepustakaan. Untuk mendapatkan detsebut seorang
peneliti dapat menggunakan tiga alat pengumpul daitar studi dokumen,
wawancara dan pengamatan. Studi dokumen dipergnnaktuk mencari
data sekunder, dan untuk mendapatkan data primewlipe dapat
menggunakan wawancara dan/atau pengamatan. Kddggengumpulan

data dapat dipergunakan secara bersama-sama athi-sendiri.
Alat pengumpulan data yang menjadi pysada penelitian ini adalah:

- Studi Dokumen
Studi dokumen yang merupakan langkah awal darasgopeneliti dalam
melakukan penelitian. Paling tidak peneliti harusabmenjawab bahwa
penelitian itu layak diteliti karena dari studi dowken yang dilakukannya
menyatakan bahwa memang suatu penelitian layaktidigelain itu juga
sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul daangamcpenelitian.
Studi dokumen penting dilakukan untuk merumuskanarkgka teori dan

Ybid., hal. 5.
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konsep. Pada tahap analisis dan penyusunan laperaglitian seorang
peneliti yang baik juga melakukan studi dokumertini

Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam peneiitidmerpusat pada
sumber data sekunder yang terdiri dari:

- Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber-sumber hukum yasgikat.

Sumber Primer yang dipergunakan dalam penelitisantara lain:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Reaser
Terbatas;

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M-01-H1-10
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubalygaran
Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AngDaszm
dan Perubahan Data Perseroan, berikut peraturantdpan

pelaksanaannya yang masih berlaku;

- Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang memberelasa
terhadap sumber primer. Sumber sekunder terdiri lddran-bahan
yang memberikan informasi atau hal-hal yang beskadengan isi
sumber primer serta implementasifyaSumber Sekunder dalam

penelitian ini antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan terkait Perser@gbats dan
juga Sistem Administrasi Badan Hukum(SABH) yangatel
dicabut;

2. Jurnal-jurnal hukum;

3. Laporan penelitian;

B1bid., hal. 29.
Ybid., hal. 31.
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4. Makalah berbagai pertemuan ilmiah dari kalarfgaum.

- Sumber Tersier: sumber yang berisi arahan maupemelasan
mengenai sumber primer dan sumber sekunder. Coydolantara

lain: kamus, artikel, abstrak dan ensiklopedia.

1.4 Sistematika Penulisan
BABI. PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latalakaag
permasalahan, pokok permasalahan, metode penglitizm

sistematika penulisan.

BABIl. PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan mangen
pengaturan mengenai teori Perseroan Terbatas bekdas
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum (SABHtasa
umum dan juga hasil penelitian yang diperoleh téiakronisasi
hukum antara aplikasi Sistem Administrasi Badan itinKSABH)
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentarggi@®an
terbatas, berikut dengan analisis mengenai pesgiaie
permasalahan yang terdapat dalam aplikasi Sistemidstrasi
Badan Hukum (SABH).

BAB I1l. SMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai simpdkam saran
yang mungkin bermanfaat apabila menghadapi peratzesal

serupa.
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BAB ||
PERSEROAN TERBATASDAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM (SABH)

1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas menyarggdngdan
kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kbaa para pemegang
saham, anggota Direksi dan Komisaris Perseroan elbets Perseroan
Terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawalhgyaerbatas, yaitu
terbatas bagi para pemegang saham, anggota Didsi Komisaris
Perseroar’

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan ptraekmodal.
Selain sebagai badan hukum Perseroan, juga merupgekgat para pihak
melakukan kerja sama, yaitu melakukan hubunganrikioial. Kerja sama
ini menciptakan badan hukum yang sengaja diciptakaiu Perseroan
sebagai suatugttifical persor.*

Badan hukum Perseroan Terbatas pada hakekatnypaken?

1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untudnggerakkan
kegiatan perekonomian dan/atau tujuan khusus lajny

2. Kumpulan modal ini dapat melakukan perbuatan hukum
(rechtshandelingdalam hubungan-hubungan hukurachtsbetrekking
dan karenanya dapat digugat atau menggugat di geprgadilan.

3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan ib&gpentingan
tertentu berdasarkan pada ketentuan peraturangaergrundangan yang
mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, makgkiam modal
tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengksud dan tujuan
yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau angg#asarnya, yang

dibuat menurut peraturan perundang-undangan yaihakbe

®Gunawan WidjajaHak Individu dan Kolektif Para Pemegang Sahddakarta: Forum
Sahabat, 2008), hal. 1.

#jamin Ginting,Hukum Perseroan TerbatagBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007),
hal. 13.

#Gunawan Widjajagp.cit.,hal. 1.

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011

Universitas Indonesia



13

4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akarirmak untuk
mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harusuae dengan
maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang beeatéinya pemisahan
antara keberadaan harta kekayaan yang tercatatnataa kumpulan
modal ini dengan pengurusan harta kekayaan terséddupengurus.

5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak dikaitkamgde keanggotaan
tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dasyaetan yang diatur
dalam statuta atau anggaran dasarnya dapat mengaai badan hukum
ini dengan segala hak dan kewajibannya.

6. Kepemilikan saham perseroan tidak permanen dapat dialihkan
atau beralih kepada siapapun juga, meskipun kebanadadan hukum
ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatagijarwaktu berdirinya.

7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggawigb pendiri,
pemegang saham, maupun pengurus badan hukum tersebu

Proses Pendirian Perseroan Terbatas pada prinstenyia dari 4

(empat) tahap sebagai beriKdt:

a. Tahap Akta Notaris
Tahap akta Notaris ini merupakan tahap awal dalamsgs pendirian
suatu Perseroan Terbatas. Akta Notaris tersebuerldkan untuk
merumuskan akta pendirian perseroan yang di dalameydapat
anggaran dasar perseroan tersebut. Mulai tahapNak&is ini, pihak
pendiri telah diperbolehkan berbisnis dengan mesgaimakan
Perseroan Terbatas, tetapi karena badan hukumryan derbentuk,
maka yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga k&miatan
perseroan tersebut adalah pribadi para pendiryjadteaantinya setelah
badan hukum terbentuk, tindakan hukum para peRénseroan Terbatas
diratifikasi oleh perseroan sehingga tanggung jatuakumnya diambil
alih oleh pihak perusahaan.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian Perser@ahalas, perseroan
tersebut telah berdiri dan hubungan antara pardipedalah hubungan
kontraktual, karena perseroan belum memperoletsskatdan hukurff.

BMunir Fuadi,Pengantar Hukum BisnigBandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 37.
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Oleh karena hubungan para pendiri masih bersifatréktual, maka
bagi pihak ketiga di luar perseroan apabila ingelakukan perbuatan
hukum dengan perseroan yang belum mendapat pemgedaddan
hukum, perlu memperhatikan hal-hal yang tercantwatard Pasal 14
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persefeabatas,
yang menyatakan, setiap perbuatn hukum atas nams®rBan yang
belum memperoleh status badan hukum, hanya bolekuéan oleh
semua anggota Direksi bersama-sama dengan semdia gerta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan mereka seert@nggung
jawab secara tanggung renteng atas perbuatan htgasmbut. Yang
dimaksud dengan perbuatan hukum atas nama Persexdalah
perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perserobagae pihak
dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Persesateagai pihak
yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuai
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Diteksk dapat
melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan Yehgm
memperoleh status badan hukum, tanpa persetujucruasgendiri,
anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisafsrbuatan
hukum atas nama Perseroan yang belum memperoléis dvadan
hukum yang dilakukan oleh semua anggota Direksrsdma-sama
semua pendiri dan semua anggota Dewan Komisarrgn&ahukum
menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Persenmsmjadi badan
hukum.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2@@fang
Perseroan Terbatas juga menyebutkan, dalam halugtarb hukum
tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama Persengamgy belum
memperoleh status badan hukum, perbuatan hukurabtérsmenjadi
tanggung jawab pendiri perseroan tersebut secdbmdprdan tidak
mengikat Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakalen pendiri atas
nama Perseroan, dapat mengikat dan menjadi tanggwadp Perseroan
setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleluagmemegang saham

%C.S.T. Kansil dan Christine S.T. KansBeluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2Q@Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 6.
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dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pertama yang harus
diselenggarakan paling lambat 60 (enampuluh) hetelsh perseroan
memperoleh status badan hukum, yang dihadiri obghua pemegang

saham Perseroan dan atau kuasanya.

Tahap Pengesahan Badan Hukum

Akta pendirian Perseroan Terbatas dibuat oleh Motarsebut, yang di
dalamnya terdapat anggaran dasar perseroan, Hadisiakan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indsaeguna
memperoleh pengesahan badan hukum Perseroan BerBatal 9 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Reaeelerbatas,
mengatur dalam hal pendiri tidak mengajukan sendermohonan
pengesahan badan hukum Perseroan, para pendigré@rsTerbatas
hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Permohogrgesahan
badan hukum Perseroan Terbatas, diajukan melaka feknologi
informasi Sistem Administrasi Badan Hukum (SABHya® elektronik,
dengan mengisi format isian yang memuat sekurangrigunya:

- nama dan tempat kedudukan Perseroan,;

- jangka waktu berdirinya Perseroan;

- maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

- jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan moidekak;

- alamat lengkap Perseroan.

Permohonan guna memperoleh status badan hukunbugrsderuslah
diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasiudi@anRepublik
Indonesia paling lambat 60 (enampuluh) hari terfyteejak tanggal akta
pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan geeai dokumen
pendukung. Dalam hal format isian melalui Sistemmiwdstrasi Badan
Hukum (SABH) dan keterangan mengenai dokumen pandpukelah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ungavigateri Hukum
dan Hak Asasi Republik Indonesia langsung menyatakialak
berkeberatan atas permohonan pengesahan badan hgkgara

elektronik. Dalam jangka waktu paling lambat 30gdpuluh) hari
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terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberadisampaikan,
pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat plboman yang
dilampiri oleh dokumen pendukung. Apabila semuasysmatan telah
lengkap, paling lambat 14 (empatbelas) hari Meriterkum dan Hak
Asasi Republik Indonesia menerbitkan keputusanatentpengesahan
badan hukum Perseroan yang ditandatangani seedteoaik.

c. Tahap Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan
Setelah Perseroan Terbatas memperoleh status ba#tam, Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Berlma¢wajibkan
Perseroan Terbatas tersebut didaftarkan dalamrdadtasahaan. Pasal
29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Remseferbatas,
menyatakan Daftar Perseroan diselenggarakan olettekiéedukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Irea, pada
tanggal yang bersamaan dengan tanggal KeputusateiMamengenai

Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.

d. Tahap Pengumuman dalam Berita Negara
Pengumuman dalam Berita Negara dilakukan untuk mammeunsur
keterbukaan kepada masyarakat bahwa suatu PerSesdaatas dengan
nama tertentu serta maksud dan tujuan tertenta tiédhrikan.

Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang diakwleh para
"pendiri’, dituangkan dalam suatu akta Notaris yafigebut dengan
Akta Pendirian. Akta pendirian ini pada dasarnyangagur berbagai
macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri dfeas dalam
mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas werdeak-hak dan
kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan igapgan selanjutnya

disebut dengan "Anggaran Dasar” Perserdan.

®Ahmad Yani dan Gunawan Widjaj®erseroan Terbataglakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1999), hal. 12.
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Setiap dan seluruh penyetoran yang dilakukan oksidip akan
menjadi dan modal perseroan. Secara umum struktunqualan dalam
Perseroan Terbatas terdiri d&fti:

1. Modal dasar

Yang dimaksud dengan modal dasar adalah modal maksi

suatu Perseroan Terbatas.Menurut Undang-UndangerBars

Terbatas, suatu Perseroan Terbatas sekurang-kyeanigarus

memiliki modal dasar Rp.50.000.000,- (limapuluhajutupiah),

dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yanggatugn
secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat m&aanfumlah
minumum modal Perseroan.

2. Modal ditempatkan

Modal ditempatkan adalah modal perseroan yang wdiksdpakati

untuk dimasukkan ke dalam Perseroan Terbatas @leh gendiri

(sebelum Perseroan Terbatas berstatus badan hukiam)oleh

para pemegang saham (sebagai tambahan dari méetlatkan

sebelumnya). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tah0@72

tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa &kt 25%

(dua puluh lima persen) dari modal dasar harusngigekan.

3. Modal disetor

Modal disetor adalah bagian dari modal yang ditekgra atau

diambil bagian oleh para pendiri (sebelum Perserdarbatas

berbadan hukum) atau pemegang saham (setelahdarserbatas
berbadan hukum) yang disetorkan oleh para pertdini pemegang
saham kepada Perseroan Terbatas. Jumlah preserddskdisetor
dalam kas Perseroan adalah 100% (seratus persenjnddal
ditempatkan.

Peningkatan modal dalam Perseroan Terbatas dilakd&agan
cara melakukan penambahan modal dasar Perserobatdsryang
prosesnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pagat R#Imum
Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Sah#as)R

Gunawan Widjajagp.cit, hal. 6.
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dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komigans
menyetujui pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemgeg§aham
(RUPS) dalam rangka peningkatan modal perseroaokujingka
waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatémvégenyerahan
kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarikokdéinoleh Rapat
Umum Pemegang Saham (RUBS).

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham YRIOR&
mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan ji&endapat paling
sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seiusaham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemeg8abam
(RUPS) dan keputusan adalah sah jika disetujungaedikit 2/3 (dua
pertiga bagian) dari jumlah suara yang dikeluarkkacuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketenteatang
pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang SahaRS)HEbih
besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidakapai, dapat
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUB&XRe

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua sah daakberh
mengambil keputusan jika dalam rapat paling se@i&t(tiga perlima)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak swatia dtau diwakili
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepwdatah
sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertigegian dari jumlah
suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar magten kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilpotksan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang lebih Bésar.

Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
kedua tersebut di atas tidak tercapai Perseroaat dagmohon kepada
Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputpsgrkedudukan
Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetkp&eum untuk

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga. Pemamdgipat

“pid., hal. 9.
“pid.
“Ibid.
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Umum Pemegang Saham (RUPS) ketiga harus menyebbtdana
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kedua telah slilagigan
dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akamgslangkan
dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua &élagm Negert?
Atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenauhkudapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, pihak-pihal yidak
puas atas Penetapan tersebut dapat mengajukan lwplaya berupa
kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Hadua
ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambattajuh) hari
sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) keduketiga
dilangsungkan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSiga keain
ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling téa(sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) harilgkt®apat Umum
Pemegang Saham (RUPS) yang mendahuluinya dilanksniiy
Sedangkan jika yang ditingkatkan adalah hanya asbaiodal
ditempatkan atau modal dikeluarkan tanpa ada pkatag modal
dasar perseroan, maka Rapat Umum Pemegang SahanmBiasa
yang diselenggarakan adalah rapat dengan kuoruradkeh biasa
sebagaimana halnya pengambilan keputusan dalao Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) biasa. Sedangkan hasil aaat RImum
Pemegang Saham (RUPS) ini cukup disampaikan ataritdihukan
ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republikoimesia dan

selanjutnya didaftarkan dalam daftar Perserdan.

OYbid.
pid.
*Ibid.
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Rapat 1 Rapat 2 Agenda Rapat Dasar
Hukum

Kuorum Minimal % | Minimal 2/3 | Penggabungan| Pasal 89

Peleburan, uu
Pengambilalihar} Nomor 40
Keputusan| Minimal % Minimal % T;gg;”

Kuorum Minimal 2/3 | Minimal 3/5 Perubahan Pasal 88

Anggaran Dasal uu

Nomor 40
Keputusan| Minimal 2/3 | Lebih dari Tahun
2007
2/3
Kuorum | Lebih dari%2| Lebih dari RUPS dengan | Pasal 86
1/3 agenda rapat di uu
AN luar 2 (dua) | Nomor 40
ebih dari
Keputusan| Lebih dari %2 1/3 COSIRENERET (sl

tersebut di atas| 2007

Tabel 2.1 Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Barser

Terbatas

Surat Keputusan mengenai Pengesahan Badan Hukum,
Persetujuan atau Pemberitahuan Anggaran DasarPeateritahuan
Perubahan Data Perseroan pada dasarnya ditandatasgeara
elektronik. Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Mol Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikndiea Tangan
Elektronik didefinisikan sebagai tanda tangan yamegdiri atas
Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasiuaterkait dengan
Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagfait verifikasi
dan autentikast’

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas mengatur mengenai penggabungan, pelebpeagambil-
alihan dan pemisahan Perseroan Terbatas.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilalal&hrsatu

Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri deriRErseroan

*IndonesiaUndang-Undang Informasi dan Transaksi Elektrotik) No. 11 tahun 2008,
LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843. Ps. 1 Angka 12.
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lainnya yang telah ada yang mengakibatkan aktiva pisiva dari
Perseroan yang menggabungkan diri beralih karekanhukepada
Perseroan yang menerima penggabungan dan selangtatys badan
hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhénehukunt?

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukah die
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengaa mendirikan
satu Perseroan baru yang karena hukum memperdigh dkn pasiva
dari Perseroan yang meleburkan diri dan status rbaaakum
Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena muRu

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dikkuieh
badan hukum atau orang perseorangan untuk mengaiitbisaham
Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendabtas
Perseroan tersebitft.

Pemisahan Perseroan diatur dalam Pasal 135 Undadgrgd
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatastddk&n bahwa
pemisahan dapat dilakukan dengan cara pemisahami nagau
pemisahan tidak murni. Suatu pemisahan murni akengakibatkan
seluruh aktiva dan pasiva suatur perseroan beiaiena hukum
kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang nmeagyeralihan dan
perseroan yang melakukan pemisahan karena hukurakhber
keberadaannya. Sebaliknya pada pemisahan tidak i nsetragian
aktiva dan pasiva dari pihak yang melakukan pemaisakarena
hukum beralih kepada satu atau lebih perseroan yaegerima

peralihan, dan perseroan yang melakukan pemis&zamntetap ad&’

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No#Qor
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembubageseréan

terjadi:

*Indonesia,Undang-Undang Perseroan TerbatddU No. 40 tahun 2007, LN No. 106
Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 Angka 9.

*lbid., Pasal 1 angka 10.

*bid., Pasal 1 angka 11.

¥’Felix Oentoeng Soebagjo, “Undang-Undang Nomor 48ufia2007 dan implikasinya
pada praktik akuisisi perusahaan, penggabungapelaburan usaha di IndonesidJrnal Hukum
Bisnis(Volume 26, Nomor 3, Tahun 2007) : 56.
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a. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang SahdAsjRU
b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan rdatgenggaran

dasar telah berakhir;

berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusargagédan

niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapa hpailit

Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepaijlit

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatgdalit berada

dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalahang-
Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajilganb@yaran
Utang; atau

karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehinggaajib&an
Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketergaraturan

perundang-undangan.

2. Ketentuan dan Tata Cara Permohonan Pengesahan Perseroan Terbatas,

Persetujuan atau Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas

21

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum melalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Riépub
Indonesia Nomor M — 01 — HT.01.10 Tahun 2007 temnféata Cara
Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dsetuean
Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberit®tarabahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan, mergsiwa
pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Rersero
dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendirs&oan Terbatas
melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) damgcara
mengisi Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model | sktle pemakaian
nama disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi ManuRiepublik
Indonesia dan dilengkapi keterangan mengenai dokyreadukung.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoaedapat
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menyatakan tidak berkeberatan atau menolak pernaohon
pengesahan badan hukum tersebut yang dilakukasuaggmelalui
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Jika Daséam Akta
Notaris (DIAN) Model | dan keterangan mengenai duoka
pendukung telah sesuai dengan ketentuan peratueamngang-
undangan, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi ManR&publik
Indonesia langsung menyatakan tidak keberatan @gamohonan
yang bersangkutan. Dalam jangka waktu paling lanBfat(tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataanktibarkeberatan,
Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan sefisika surat
permohonan yang dilampiri dokumen pendukung darukdikan
dengan tanda terima. Dokumen pendukung tersebaiteaiain®®
1. Salinan akta pendirian perseroan dan akta pleamba
pendirian perseroan jika ada;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian pease
dilakukan dalam rangka peleburan;
3. Bukti pembayaran biaya untuk:

a. persetujuan pemakaian nama,

b. pengesahan badan hukum perseroan;

c. pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia.

4. Bukti setor modal Perseroan berupa:

a. slip setoran atau keterangan bank atas namarpans
atau rekening bersama atas nama para pendiri atau
pernyataan telah menyetor modal perseroan yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-
sama semua pendiri serta semua anggota Dewan
Komisaris perseroan jika setoran modal dalam bentuk

uang;

*ndonesiaPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Many$i®. M — 01 — HT.01 — 10
Tahun 2007, Ps. 7.
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b. Keterangan penilaian dari ahli yang tidak tdiesi atau
bukti pembelian barang jika setoran modal dalam
bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman
dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda
tidak bergerak;

c. Peraturan Pemerintah dan/atau surat Keputusartekile
Keuangan bagi perseroan persero; atau

d. Neraca dari perseroan atau neraca dari badama usa
bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran
modal.

Dalam hal para pendiri Perseroan tidak dapat

melampirkan salah satu bukti setor modal Perseroan
tersebut di atas, maka dapat digantikan dengant Sura

Pernyataan Setor Modal yang ditandatangani olelgel

pendiri Perseroan Terbatas.

5. Surat keterangan alamat lengkap perseroan dagefola
gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap
perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota
Direksi bersama-sama semua pendiri serta semuatangg
Dewan Komisaris perseroan;

6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkaituaes

dengan peraturan perundang-undangan.
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Akta Pendirian Perseroan
Terbatas ditandatangani

Paling lambat 60 hari
sejak akta ditandatangani
harus diajukan melalui

SABH dilengkapi
keterangan mengenai
dokumenrpendukung

y

Memperoleh Tidak

Keberatan Menteri
(TKM)

A 4
Paling lambat 30 hari sejak
pernyataan TKM wajib
menyampaikan secara fisik
surat permohonan dan dokumen
pendukung DIAN 1

Setelah dokumen fisik disampaikan
dan lengkap paling lambat 14 hari
Menteri menerbitkan keputusan

tentang pengesahan badan hukum
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2.2 Pengajuan Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nofdrashun 2007
tentang Perseroan Terbatas, perubahan anggaran yksg harus
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasinugia
Republik Indonesia, meliputi:

nama perseroan dan/atau tempat kedudukan pamsero

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan

besarnya modal dasar;

a
b

c. jangka waktu berdirinya perseroan;

d

e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; @an/a
f.

status perseroan yang tertutup menjadi Persef@buka atau

sebaliknya.
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Akta Perubahan Anggaran Daspar
Perseroan Terbatas Notariil
ditandatangani

Paling lambat 30 hari terhitung
tanggal akta Notaris yang
memuat perubahan anggaran
dasar,permohonan persetujuan
harus diajukan melalui SABH

y

Memperoleh Tidak

Keberatan Menteri
(TKM)

A 4
Paling lambat 30 hari sejak
pernyataan TKM wajib
menyampaikan secara fisik
surat permohonan dan dokumen
pendukung DIAN 2

Setelah dokumen fisik
disampaikan dan lengkap
paling lambat 14 hari Menteri
menerbitkan keputusan
tentang persetujuan perubahan
anggaran dasar
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2.3 Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dan Perubahan Data Perseroan melalui Sistem
Administras Badan Hukum (SABH)

Perubahan data Perseroan yang harus diberitahui@ad& Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal dt22yPeraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndsaéNomor M

— 01 — HT.01 - 10 Tahun 2007 tentang Tata Cara djeaqg
Permohona Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuabaPan
Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahggaran
Dasar dan Perubahan Data Perseroan, meliputi:

a. perubahan nama pemegang saham dan jumlah sabam y

dimilikinya;

perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Koisysar

perubahan alamat lengkap perseroan;

pembubaran perseroan;

1

berakhirnya status badan hukum karena hukum atakib
penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan

f. telah berakhirnya proses likuidasi.

Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahanaesrgglasar,

meliputi:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;

b. salinan akta penggabungan bagi perubahan amggasar yang
tidak memerlukan persetujuan;

c. bukti pembayaran pengumuman dalam TambahanaBBegara
Republik Indonesia;

d. Dokumen pendukung lain dari instansi tekait aesdengan

peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 ayat leReumham)

Dokumen pendukung bagi perubahan data Perserodiputhe
a. perubahan nama pemegang saham, dokumen pendykung
meliputi salinan akta perubahan nama pemegang sdaajumlah
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saham yang harus dimilikinya dilengkapi dengan gleimindahan
hak atas saham;

perubahan susunan nama anggota Direksi dan/Blewan
Komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinantaak
perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan l&osis
dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Umum Pemedgzattam
(RUPS) atau notula Rapat Umum Pemegang Saham (RatBS)
keputusan pemegang saham di luar Rapat Umum Pem&gduiam
(RUPS);

perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumenulkemghya
meliputi surat keterangan alamat lengkap dari Petey&edung
atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Barsedari

Direksi Perseroan.

Dokumen pendukung bagi pembubaran Perseroan meliput

a.

f.

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RURS)natula
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengumuman
pembubaran dalam surat kabar karena Perseroan lberoiasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RURS)rattula
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena berakhirny
jangka waktu berdirinya Perseroan;

Penetapan pengadilan;

Surat keterangan dari likuidator yang menyatakanta pailit
Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepajlit

Surat keterangan dari kurator yang menyatakamdderseroan
yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaswivensi;

Surat keterangan dari instansi yang mencabutugaha Perseroan.

Dokumen pendukung bagi berakhirnya status badanrhuRerseroan

karena hukum, meliputi:

a.
b.

C.

Salinan akta penggabungan, karena terjadinyggaénngan;
Salinan akta peleburan, karena terjadinya pedehu

Salinan akta pemisahan murni, karena terjadi@yaisahan murni.
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Dokumen pendukung telah berakhirnya proses likuid@erseroan

meliputi:

a. Pemberitahuan dari likuidator atau kurator maeage
pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi plEmgyumuman
dalam surat kabar mengenai pelunasan dan pembekapada
likuidator atau kurator;

b. Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasilgpbnggan

atau peleburan atau pemisahan murni.

3. Bentuk, Prosedur dan Substansi Aplikasi Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH)

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat diertsna serta
untuk menjamin kepastian hukum proses pengesahdanbhukum dan
perubahan anggaran dasar dan/atau data perseré@ndiganakanlah jasa
teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Huky8ABH).>° Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sebuaktesi yang
memiliki tingkat kecermatan yang tinggi sehingganjamin Surat Keputusan
(SK) yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan wpalagDatabaseSistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) memuat seluruh BadBElukum
Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia, yangadengdah dapat diakses
melalui jaringan komputé?’

Modul Notaris yang terdapat dalam Sistem AdmingtBadan Hukum
(SABH) merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagjursih Notaris di
Indonesia yang berfungsi sebagai media antar muland pengurusan
pengesahan badan hukum, persetujuan Perubahan rAnggBasar,
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atauPdeseroan. Dalam

modul ini disediakan seluruh informasi yang dibktam oleh Notaris dalam

%syamsudin Manan Sinaga, “Penyederhanaan Prosedige$&han Perseroan Terbatas
Dalam Rangka Menggairahkan Iklim Investasi Di Inglein,” (Makalah disampaikan pada Acara
Rapat Pleno lkatan Notaris Indonesia, Medan, 3CeM2007), hal. 3.

“™Sistem Adminisasi Badan Hukum (SABH), <http://www.sisminbakur.igl/kumdang/
newslb.php>, 12 November 2010.
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kaitannya dengan pengurusannya tersebut, yang idile@lgm beberapa

kategori yaitu*

1. Halaman Utama, yang memuat informasi tentang datarld, informasi
pengurusan Perseroan dalam proses, informasi hiigrta informasi
penggunaan aplikasi;

2. Sub Modul Pesan Nama berisikan tentang PencarianP#gnesanan
Nama Perseroan;

3. Pendirian Perseroan, berisikan aplikasi pengurpsagesahan pendirian
Perseroan yang dilakukan oleh Notaris;

4. Sub Modul Perubahan berisikan aplikasi pengurusamubahan
anggaran dasar Perseroan;

5. Sub Modul Pemberitahuan, berisikan aplikasi pengamypemberitahuan
perubahan Perseroan;

6. Sub Modul Monitoring, berisikan informasi dari statpengurusan yang
dilakukan oleh Notaris, yaitu Pesan Nama, PendirRerseroan,
Perubahan Perseroan, Pemberitahuan Perseroan;

7. Sub Modul Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPisikan aplikasi
yang berhubungan denghbifling notaris yang bersangkutan, diantaranya
databilling, status pembayarahistory.

8. Sub Modul KLUI, berisikan informasi tentang Kelonkpd.apangan
Usaha Indonesia;

9. Sub Modul Informasi, berisikan informasi tentangn&ija, Saran dan
Curriculum Vitae(CV) Perusahaan;

10. Sub Modul Tambahan Notaris Pengganti, berisikan aseikkan Notaris
Pengganti.

“IBuku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Notaris Sist&dministrasi Badan Hukum
(SABH) hal. 5.
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Kegiatan di dalam |
komputer (internet) .

MONITORING FROSES PROSES

inana prosatnye besuion) - | [ PENGISIAN [ | PERBAIKAN | |

Rp

' ] Bank
: Memungau Korfirmas! dan . Pembayaran

* Kehakiman malals E-mal Membaryar blaya-biaya
. ki Bafk (lrandler)

Z:1)]
“"" | Bukil Bayar |
- Proses akan dilanjutican sampal sebesal (5K mendapatiar: tandatangan dari L 2
Deirjen) dan akan dasirmkan ke notans -
- Selelah menerima kifman lersabul nolarks diber wakiu 7 1hard (dan tanggal terirma - ]
kirirrian) Atk Marmbankian dokumen-dakuman aall ké Dityan Ahu

irim Bt bearyar
medaiui Tax

Gambar 2.1 Alur Sistem Administrasi Badan Hukum B&) menurut

Internet. (sumber : website: www.sisminbakum.go.id)

Notaris melakukan akses ke dalam Sistem Aplikeste8i Administrasi
Badan Hukum (SABH) dengan cara melakukan aksdéise dengan fasilitas
internet yang mengakses ke dalam portal Sistem Adtmasi Badan Hukum
(SABH) (www.portal.isminbakum.go.)d Setelah mengakses portal tersebut,

maka akan muncul tampilan portal Sistem AdministBexlan Hukum yang
berisikan seluruh informasi serta berita dan gegbhaasuk ke dalam Aplikasi
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sistem Adistrasi Badan
Hukum (SABH) dapat diakses hanya oleh Notaris yndaftar di database
Notaris dalam server Sistem Administrasi Badan Hufti

Dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum ($AB batas
pengajuan Akta diperiksa oleh Sistem pada saatepré3asyarat DIAN

selesai, dengan syarat :

*“Ibid., hal. 6.
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a. Batas Pengajuan Akt®IAN 1 : tanggal akta terakhir tidak boleh
lebih dari60 hari;

b. Batas Pengajuan AkfalAN 2 : tanggal akta terakhir tidak boleh
lebih dari 30 hari;

c. Batas Pengajuan AkfalAN 3 : tanggal akta terakhir tidak boleh
lebih dari30 hari.

Apabila Tanggal Akta terakhir melebihi batas wakang telah ditentukan,
maka otomatis akan ditolak oleh Sistem Administr&idan Hukum
(SABH).

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merwgalproduk
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak sAsklanusia
Republik Indonesia, memiliki cara kerja sebagaikogr*®

1. Seluruh proses pembuatan dilakukan semarme melalui jaringan
internet yang dapat diakses oleh setiap Notarigy yaengikuti
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dari selumitayah
Indonesia. Masing masing notaris yang terdaftarap&ilstem
Administrasi Badan Hukum (SABH) akan diberikbiser 1d dan
Passworduntuk menjaga keamanan selama pemprosesan.

2. Notaris dapat melakukan Monitoring langsung iaelgaringan
internet 24 (dua puluh empat) jam sehingga dapatgetahui
kemajuan dari pemrosesan yang ada di KementeridurAludan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Jika ada kesalahan dapat dilakukan perbaikaaraézngsung dan
komunikasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asaandia
Republik Indonesia dan Notaris dapat dilakukan foe&&mail.

4. Dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH3dteruhan
proses dapat dilakukan secara cepat dan menghemga b
operasional yang dibebankan ke pemohon.

5. Pembayaran dilakukan melalui Bank yang ditungghingga

meminimalkan terjadinya pungutan liar.

**Cara Kerja Sistem Admintsasi Badan Hukum (SABH),” <http://www.sisminbakugo.
id/kumdang/news3.php>, 9 November 2010.
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Permohonan tentang pengesahan badan hukum Perséeobatas,
persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroahentaimuan perubahan
anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseiaprkand oleh Notaris
melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum B&) dengan mengisi
Data Isian Akta Notaris (DIAN), yang terdiri darjéhis, yaitu:

a. DIAN 1 PENGESAHAN BADAN HUKUM

DIAN 1 Pengesahan Badan Hukum, merupakan prose$ swadu
Perseroan Terbatas yang baru didirikan oleh paraliffeya, untuk

memperoleh status badan hukum Perseroan
b. DIAN 2 :
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

- Penyesuaian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007arign

Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, memberikan kesempatan kepada Perserdaatakeyang
sebelumnya telah ada untuk menyesuaikan anggaraanya
mengikuti ketentuan yang tercantum dalam undanguomd

tersebut**
c. DIAN 3:
- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasatr,
- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
- Pemberitahuan Pembubaran Perseroan;

- Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan PedarBan;

“Jonker Sihombing, "Implikasi dan Konsekuensi Hukatas Perseroan Terbatas yang
Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Sesuai UU4Rcolahun 2007,Jurnal Hukum Bisnis
(Volume 28, Nomor 3 Tahun 2009) : 11.
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- Pemberitahuan Perubahan Data dan Anggaran DasserBan;

d. DIAN 2 dilanjutkan DIAN 3 (paralel 1 Akta) :

- DIAN 2 Persetujuan + DIAN 3 Pemberitahuan Peraloah

Anggaran Dasar ;
- DIAN 2 Persetujuan + DIAN 3 Perubahan Data Peiser,

- DIAN 2 Persetujuan + DIAN 3 Perubahan Anggararsadadan

Perubahan Data Perseroan ;

- DIAN 2 Persetujuan + DIAN 3 Perubahan Data darggaran

Dasar Perseroan ;
e. DIAN 3 dilanjutkan DIAN 2 Persetujuan (paralehita) :

- DIAN 2 Persetujuan + DIAN 3 Perubahan Data dargdaran
Dasar Perseroan ;

- DIAN 3 Perubahan Anggaran Dasar + DIAN 2 Persetoj

Perseroan ;

- DIAN 3 Perubahan Data Perseroan + DIAN 2 Persatuj

Perseroan ;

PENGGABUNGAN :

- DIAN 2 - Persetujuan Perubahan Anggaran DasdPeng-
gabungan ;

- DIAN 3 — Pemberitahuan Penggabungan - dengan Feaob&nggaran
Dasar ;

- DIAN 3 — Pemberitahuan Penggabungan - dengarbBean Data

Perseroan ;

Informasi Transaksi SABH berdasarkan Undamgiduthg Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, antara la
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DIAN 2 untuk PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR
Meliputi Perubahan :

- Nama Perseroan (untuk DIAN 2 GANTI NAMA)
- Tempat Kedudukuan

- Jenis Perseroan

- Status Perseroan

- Jangka Waktu

- Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

- Besarnya Modal Dasar

- Pengurangan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

DIAN 3PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Meliputi Perubahan :

- Peningkatan Modal Disetor (Modal Ditempatkan) taRpaingkatan
Modal Dasar

- Nilai Nominal Saham

- Pemberitahuan Perubahan Jumlah Saham dari Pem8&gham

- Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar

DIAN 3PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
Meliputi Perubahan :

- Nama Pemegang Saham

Pengalihan Saham (Nama dan Jumlah Saham)

Susunan Pengurus (Direksi dan Komisaris)

Alamat Lengkap

DIAN 3 PEMBERITAHUAN PEMBUBARAN
Meliputi Perubahan :

- Berakhirnya Status Badan Hukum akibat Penggabungaleburan

dan Pemisahan Murni
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- Telah berakhirnya Proses Likuidasi

-  Pembubaran

Dalam pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hul@sBH) setiap
Notaris diwajibkan membayar Penerimaan Negara BuRajak (PNBP).
Bukti-bukti pembayaran Penerimaan Negara BukankP@alBP) tersebut,
harus dilampirkan bersamaan dengan penyerahan dwkiisik, karena bila
bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak PPNBdak
dilampirkan, maka dokumen fisik tidak akan dipeaikslen Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia piases pengesahan
Surat Keputusan tidak akan dilanjutkan.

Besarnya Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBRY berlaku
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Réplrizlonesia terkait

pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum (SAB#tgra lain:
a. DIAN |

Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yrgngaksesan
DIAN | adalah sejumlah Rp. 1.780.000,- dengan pem sebagai
berikut:

- Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Rp. : 200.000,00
- Pengesahan Badan Hukum Perseroan Rp. 1.000.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Beegmaral
Republik Indonesia (BNRI) . Rp. 30.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media TamBanga
Negara Republik Indonesia . Rp. 550.000,00
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b. DIAN II :

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yangrushdisetor
oleh para Notaris ketika mengakses DIAN Il adal@&besar Rp.
1.580.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Rp. : 200.000,00
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar  Rp.:1.000.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Beegitgaral
Republik Indonesia (BNRI) : Rp. 30.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media TamBanaa
Negara Republik Indonesia : Rp.  550.000,00

c. DIAN |l Ganti Nama

Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ysgngaksesan
DIAN Il Ganti nama adalah sejumlah Rp. 1.780.0@®ngan perincian
sebagai berikut:

- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Rp.:1.000.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Beeitgaral
Republik Indonesia (BNRI) © Rp. 30.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media TamBshaa
Negara Republik Indonesia : Rp. 550.000,00

d. DIAN Il Anggaran Dasar

Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yrgngaksesan
DIAN Il Anggaran Dasar adalah sejumlah Rp. 580,008engan
perincian sebagai berikut:

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Beegitgaral
Republik Indonesia (BNRI) : Rp. 30.000,00
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- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media TamBanga
Negara Republik Indonesia : Rp.  550.000,00

e. DIAN lll Pembubaran Perseroan

Besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yrgngaksesan
DIAN IlIl Pembubaran Perseroan adalah sejumlah BP.(®0,- dengan

perincian sebagai berikut:

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media Beegitgral
Republik Indonesia (BNRI) : Rp. 30.000,00

- Pengumuman Perseroan Terbatas dalam media TamBanaa
Negara Republik Indonesia : Rp. 550.000,00

Pembayaran-pembayaran Penerimaan Negara Bukan (P&&8P) terkait
pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABetsebut

dilakukan melalui:

Koresponden Bank BNI Bank Cabang Tebet, Jakarta

Atas Nama Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum,Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia.

Nomor Rekening 12011779 481
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Effektif Tanggal Transfer Tanggal pada saat Notarisla-
kukan akses ke jaringan Internet

Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH). Notaris diharuskan me
nyetor terlebih dahulu Tarif Pene-

rimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), sebelum melakukan akses
ke jaringan Internet Sistem Adnji-
nistrasi Badan Hukum (SABH).

Berikut adalah contoh pembayaran Penerimaan NeBakan Pajak

(PNBP) terkait Pendirian Perseroan Terbatas:

MBNI Lo i
| X\ | TarggatiDate - - Formulir Kiriman Uang
Remittande Application
CONTOH
PEMBAYARAN PNBP PENDIRIAN PERUSAHAAN
Ponerimas &'ﬂo:el’ory _l'we:d-_-:n et | Buksr Penchackols Jenis Pergiiman L] Lhir eiring [ Dkt i
Beuident M Besident Ty of Troenafer ] wmes [ swrr
DITJEN ADM HUKUM UMUM STy
¢ DEP. HUKUM DAN HAM RI T
1 TuraiiCass [ Cnb/ReG e e
¢ JAKARTA LI Detuly ek s Dt <. N —
FatalCity WegaraCourtry Mata Uangdicurrency s [ 10R s B e
ank PenerimaSeneflcary Donk: BNI TEBET Jarniah D yarg Dikirm/ Amowmnr Trarssfer
Sarnlahf Ao e | WuriSie | Nitad! Tofal Ambunr

Ketaity Hegnraicouitry . Wajib dicantumkan .
Rz aRTEIRINT !

Mo Rl dce. o s 12011779481

Peodioduks |

e J Rre — e e S—— — i ittt
Teebilban/Amiourt i Winds _SATUJUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH

RIBU RUPIAH

amaltarme NamaMotaris, SH

larmat/ Addres

fPhi T T
Heponfhane s | Mo | il

eIy Negerar{ountry

terangan Permtiayienand Dinaits of Parrmemt 7
SEmawy e P HDE Eemdiiai-Ber us s f IR TS bt
Mo Kendali 12345 | —

g
E - e RO TR Femeo AR

" pREaEn Trabes A beer s 1S TETgEr s e The AR Rt wil B e ot

Gambar 2.2 Contoh Pembayaran Penerimaan NegaranBo&gmk
(PNBP) Pendirian Perusahaan. (sumber: www.sisminba-

kum.go.id)
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4. Masalah Dan Penyelesaian Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum

(SABH)

4.1 Sinkronisass Hukum Antara Aplikasi Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang mekagwaproduk
hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kdarean Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalanakssinaannya
tunduk pada aturan-aturan yang termuat dalam Untdeigng
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasgaeldasar
hukum diselenggarakannya sistem elektronik terselfistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya hangsniliki
sinkronisasi dengan aturan-aturan yang terdapatatiim Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Betbat
Sinkronisasi antara Sistem Administrasi Badan HukB/ABH)

dengan aturan-aturan yang terdapat di dalam Untaagng Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapl@tdiari data-
data Perseroan Terbatas yangingidt dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum (SABH). Pasal 9 ayat (1) Undang-Undgogor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutfammasi
Perseroan Terbatas yang harus diisi dalam forman iSistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) , memuat sekurangakgnya :

a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;

b.  Jangka waktu berdirinya Perseroan;

C. Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;

d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modatati

e. Alamat lengkap Perseroan.
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merealisasilaturan
tersebut di atas, di mana setiap Notaris yang nksega Sistem
Administrasi Badan hukum diwajibkan mengisi infosneformasi
terkait Perseroan Terbatas, dan Akta PendirianeRes Terbatas,

dan juga Akta-Akta Perubahan Perseroan Terbatag yaemuat
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informasi Perseroan Terbatas tersebut di atas pitken pada saat
penyerahan dokumen fisik kepada pihak Kementeriakukh dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas mengatur tegas mengenai jangka waktu rdalakta-akta
Perseroan Terbatas. Dalam proses pendirian Penséfeebatas,
umur akta Notaris yang dapat diajukan guna prosasygsahan
badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasiusia
Republik Indonesia adalah 60 (enampuluh) hari tenig sejak akta
pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani. Skdangtuk proses
perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau pamulddta
Perseroan Terbatas, umur akta perubahan anggasan dan/atau
perubahan data Perseroan Terbatas tersebut ada(abapuluh) hari
sejak akta perubahan tersebut ditandatangani.nSig@ministrasi
Badan Hukum (SABH) secara otomatis akan menolalesaksng
dilakukan para Notaris apabila akta-akta Persefi@batas tersebut
telah daluarsa.

Terkait mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegahgu8
yang dibuat secara di bawah tangan, Pasal 21 &yatUrdang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan TBarbat
menyebutkan bahwa, perubahan anggaran dasar y@alg dimuat
dalam Akta Berita Acara Rapat yang dibuat Notahsruslah
dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 apigluh) hari
terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemge§aham.
Apabila lewat dari jangka waktu 30 (tigapuluh) hanaka perubahan
anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam Aktatariéo
Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Aktia
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saharh bavgan
tersebut diajukan pada Menteri Hukum dan Hak Addanusia
Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh)i harhitung sejak
tanggal Akta Notaris yang memuat perubahan anggiasar. Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) juga tunduk padarah pasal
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21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Rwemser
Terbatas tersebut di atas, dan bila Akta Pernyafagutusan Rapat
Umum Pemegang Saham di bawah tangan telah daluaa&a, akses
atas akta perubahan tersebut akan ditolak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas mengatur mengenai kuorum kehadiran Rapaunu
Pemegang Saham yang diisyaratkan oleh Undang-Undhah
diuraikan dalam Tabel 2.1) . Dalam Sistem AdmiasitrBadan
Hukum (SABH), setiap Notaris yang mengakses dilkamisnengisi
daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu daftar yang
memuatlist para pemegang saham yang hadir dalam rapat. Apabila
daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham yang dida [Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) tidak sesuai dengatentuan
kuorum kehadiran yang diisyaratkan oleh Undang-dgddomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka ppesemksesan
terkait perubahan Anggaran Dasar/data Perseroaak tidapat
dilanjutkan oleh Notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas disebutkan bahwa, setiap Semitisan (SK)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indsaderkait
pengesahan badan hukum maupun Surat Keputusan &8iS)
perubahan anggaran dasar dan juga surat pembaritgiarubahan
anggaran dasar dan/atau data Perseroan terbatadadéngani secara
elektronik. Dalam proses pengesahan badan hukumsetpgian
perubahan Anggaran Dasar dan pemberitahuan perulaiggaran
Dasar dan/atau data Perseroan, terdapat sinkror@gasn dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persefedratas
hingga diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Mentéakum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Irekda yang

ditandatangani secara elektrofiik.

“Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2@®8&ng Informasi dan
Transaksi Elektronik menyebutkan definisi tandagéan elektronik adalah tanda tangan yang
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Namun dalam pengaplikasian Sistem Administrasi Bada
Hukum (SABH), terdapat ketidaksinkronan dalam pefigasian
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan attatran
yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 286fang
Perseroan Terbatas. Hal itu dapat dilihat dalanmérgdi pengalihan
saham yang mengakibatkan perubahan susunan pemeghag.
Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang —Undang Ndfofrahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Persemamiliki
kewajiban untuk mencatat setiap perubahan susua@npgemegang
saham Perseroan Terbatas dalam Daftar Pemeganig SahaDaftar
Khusus, serta memberitahukannya kepada Kementeliuignm dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lang@i{tigapuluh)
hari terhitung tanggal pencatatan pemindahan hedeltat. Akan
tetapi hal itu berbeda apabila dibandingkan dengamgaplikasian
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), di mana &gan
untuk merubahan perubahan susunan para pemegaam &&pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republifohesia
dihitung 30 (tigapuluh) hari sejak akta Notaris sedyut

ditandatangani.

4.2 Penyelesaian Aplikas Sistem Administrass Badan Hukum

(SABH) Terhadap Perbedaan Database dan Akta Notaris
Dalam praktek Notaris selaku kuasa dari Pendiris€ean

Terbatas dalam proses pengesahan badan hukumdaersean juga
kuasa Direksi Perseroan dalam hal proses persatypgaubahan
anggaran dasar dan juga proses pemberitahuan parulzaggaran
dasar dan/atau data Perseroan Terbatas, seringésatlapat masalah
terkait adanya perbedaan data yang diperoleh Notzrdasarkan
akta-akta Perseroan Terbatas yang diberikan olebkpPerseroan
Terbatas dengan data yang terdapat dalam datab&gtemS
Administrasi Badan Hukum (SABH).

terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkatgrasosiasi atau terkait dengan Informasi
Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alatfd@si dan autentikasi.
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Perbedaan data yang diperoleh tersebut, menga&ibgtfoses
persetujuan perubahan anggaran dasar, dan/atau ep&hban
perubahan anggaran dasar dan/atau data Perserdataemenjadi
terhambat.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengangg&atu
kasus perbedaan data yang diperoleh Notaris deng#a yang
terdapat dalandatabaseSistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
atas nama Perseroan Terbatas PT. XYZ.

Adapun data mengenai susunan pemegang saham teyakyi
tersimpan dalam database Sistem Administrasi Ba#kum
(SABH) adalah sebagai berikut:

No. NAMA JABATAN SAHAM
1. | Tuan A Komisaris 45
2. | Tuan B Direktur 25
3. | TuanC Direktur utama 30

Daftar hadir tersebut sesuai dengan Akta tertanggal Juni
tahun duaribu dua (3 — 6 — 2002), Nomor 1, dibulaadbpan Notaris
Z, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteralkietan dan
Hak Asasi Manusia.

Atas anggaran dasar tersebut telah beberapa kdlaldi antara
lain tertuang dalam :

1. Akta Berita Acara tanggal duapuluh lima Oldobtahun
duaribu dua (25 — 10 — 2002), Nomor 51, dengansa@pat:
- Merubah maksud dan tujuan menjadi khusus yaitlanda
bidang agen perjalanan wisata.

- Peningkatan modal dasar dari duarat juta rupiah

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011

Universitas Indonesia



46

(Rp.200.000.000,-) menjadi tigaratus juta rupialRp.(
300.000.000,-).

2. Akta Pernyataan Keputusan tanggal duapuluh semidi&amari
tahun duaribu delapan (29 — 1 — 2008), Nomor 36gde acara
rapat:

- Penjualan saham milik Tuan C sejumlah 30 (tigalpusaham:

- sejumlah 15 (limabelas) saham dijual kepada Tan

- sejumlah 15 (limabelas) saham dijual kepada Hian
Sehingga untuk selanjutnya susunan pemegang satraeréan
menjadi:

- Tuan A : 45 saham;

- TuanB : 25 saham;

- TuanD : 15 saham;

- TuanE :15 saham.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapulam esuni
tahun duaribu tujuh (26 — 6 — 2007), Nomor 27, dengcara
rapat:

- Penjualan 15 (limabelas) saham milik Tuan E kepada B;
Sehingga susunan pemegang saham menjadi:

- Tuan A :45 saham;

- TuanB :40 saham;

- Tuan D : 15 saham.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapehsam Juni
tahun duaribu tujuh (26 — 6 — 2007), Nomor 28, dengcara

rapat:

- Penjualan 15 (limabelas) saham milik Tuan D kephgan B
sehingga susunan pemegang saham menjadi:

- Tuan A :45 saham;

- Tuan B :55 saham.

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011

Universitas Indonesia



47

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal duapeham Juni
tahun duaribu tujuh (26 — 6 — 2007), Nomor 30, @dengcara

rapat:

- menyetujui penjualan saham milik:

a. Tuan B sebanyak 30 (tigapuluh) saham kepada:
1. Tuan F : 15 saham
2. PT. JMM : 15 saham.

b. Tuan A sebanyak 45 (empatpuluh lima) saham deef:T .
JMM.

Sehingga susunan pemegang sahamnya menjadi:
- PT. JMM : 60 saham;
- Tuan B : 25 saham;
- Tuan F  : 15 saham.

- Kelima Akta tersebut di atas dibuat dihadapanalstZ, dan
menurut keterangan para pemegang saham Perseresemuia
Perubahan Anggaran Dasar yang termuat di dalaraikdadi atas
belum pernah didaftarkan dan/atau memperoleh pguset
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau p&hban
perubahan anggaran dasar dan/atau data Perserodn da

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republiloiesia.

- Terakhir Anggaran Dasar Perseroan Tersebut diubatuk
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun7 200
tentang Perseroan Terbatas, yang ternyata dalaemBékita Acara
Rapat tertanggal limabelas  Agustus tahunibuardelapan
(15 — 8 — 2008), Nomor 161, dibuat oleh Notaris Adgngan
daftar hadir :

1. Tuan B selaku pemegang 25 (duapuluh lima) saham ;
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2. Tuan F selaku pemegang 15 (limabelas) saham;

3. PT.JMM dengan kepemilikan 60 (enampuluh) saham.

- Bahwa atas Anggaran Dasar tentang penyesuaiararngnd
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Berbat
tersebut belum memperoleh persetujuan dari Mehtekum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonegi&arenakan
terdapat perbedaan daftar hadir pada database Sistem
Administrass Badan Hukum (SABH) dengan akta-akta
perubahan Perseroan Terbatas yang diperoleh oleh Notaris
terakhir yang membuat Akta terkait penyesuaian terhadap
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Per seroan

Terbatas.

Dikarenakan perubahan-perubahan atas Anggaran Dasatau
Data Perseroan belum pernah diajukan untuk diprdsgsada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi#iohesia,
maka proses perubahan anggaran dasar PerseroataSetdrakhir,
dengan acara rapat penyesuaian terhadap Undangwyitanor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak d@patsds karena
terdapat perbedaan data pemegang saham dalam s#atghag
tersimpan dalam Sistem Administrasi Badan HukumBBAdengan
data-data dari akta-akta Perubahan Perseroan yigegoléh oleh
Notaris terakhir yang membuat Akta Berita Acara &apmum
Pemegang Saham Luar Biasa mengenai penyesuaiaadderh
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persdredratas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Notaris heradari
pihak-pihak pemegang saham Perseroan Terbatadbugrserdapat
salah satu pemegang saham yang telah mengalihkeamsgang
dimilikinya, namun nama pemegang saham tersebuhnasatat di
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (HABarena

akta-akta perubahan Perseroan Terbatas tersebak tmbrnah
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diajukan untuk diproses pada Kementerian Hukum ldak Asasi
Manusia Republik Indonesia, telah meninggal dunia.

Pada dasarnya saham tergolong harta benda, dakasiema itu
dalam hal terdapat pemegang saham yang telah ngahiminia
maka dapat ditunjuk salah seorang ahli waris yatmjdik oleh ahli
waris-ahli waris lain dari pemegang saham Persenmrg telah
meninggal. Ahli-ahli waris dari pemegang saham yatetah
meninggal tersebut dapat diketahui dari Surat leigan Waris.
Dengan dibuatnya surat keterangan waris, masyaralaiat
mengetahui dengan tepat dan pasti siapa yang bathakarta yang

ditinggalkan?®

Setelah ditunjuk seorang ahli waris yang mewakili-ahli waris
lain dari pemegang saham untuk menghadiri Rapatriyfdemegang
Saham Luar Biasa dengan hak suara sesuai dengdahjwaham
yang dimiliki oleh pemegang saham yang telah megahd¢ersebut.
Dalam hal ini salah seorang ahli waris yang telabnguk tersebut
memiliki hak-hak yang sama seperti pemegang sahatamd

perseroan lainnya, antara lain:

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS);

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanlikasilasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undamgax

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PasatéiZ1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Batbat

Penunjukan satu ahli waris dalam hal terdapat laplaernhli

waris lain tersebut untuk mewakili pemegang sahangytelah

“*Tan Thong KieStudi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris (BukuJpkarta: PT. Ichtiar
Baru Van Hoeve, 2000), hal. 289.
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meninggal tersebut berdasarkan ketentuan dari Pasahyat (5)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persefedmatas

yang menyatakan:

"Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dar{satu) orang, hak
yang timbul dari saham tersebut digunakan dengea ro@nunjuk 1

(satu) orang saham sebagai wakil bersama.”

Dalam kasus tersebut di atas, akta-akta Persercabaftis
tersebut menjadi daluarsa. Pada dasarnya kebatkiarakta daluarsa
di bidang kenotariatan, dibedakan menjadi sebagakt:*’

1. Batal dan dapat dibatalkan.

Ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hudderganda
maupun tindakan hukum sepihak. Dengan mengatakatu su
perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena adeagat hukum
mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut mietijdak
berlaku. Akibat kebatalan berlaku pula terhadapgrzegang batal,
keputusan yang batal ataupun wasiat yang batal.

Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yiahgatat
tersebut berbeda-beda. Dengan adanya cacat yangedber
menimbulkan sanksi yang berbeda pula. Perbedaamauta
mengenai kebatalan adalah batal demi hukwan (rechtswege
nietig) dan dapat dibatalkawdrnietigbaaj. Pada keadaan tertentu
dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi batali deikum.
Perbuatan hukum tersebut oleh undang-undang tidakpunyai
akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum berse
Perbuatan hukum yang mengandung cacat namun panentu
apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah atdal ba

tergantung pada keinginan orang tertentu menyelpapkebuatan

“"Herlien Budiono, "Kebatalan di Bidang KenotariatarRenvoi (Nomor 11/35, April
Th.03/2006) : 68.
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hukum tersebut dapat dibatalkan. Dengan batalngtu aerbuatan
hukum, maka perbuatan hukum tersebut tidak mempuakybat

hukum. Akibat batal dapat berakibat terhadap siapagapat pula
hanya berlaku terhadap orang tertentu, serta gapathanya batal

sebagian.
. Non existent

Perbuatan hukum yang batal berbeda dengan perbbatam
yang non existent. Perbuatan hukum yang batal lagedebuatan
hukum yang walaupun mengandung unsur-unsur suabwaten
hukum, namun demikian karena alasan tertentu deaeksi tidak

mempunyai akibat hukum.

Perbuatan hukum yang non existent adalah suatwatar yang
tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untatu su

perbuatan hukum tertentu.
. Sebab Kebatalan

Pada buku Ill, Bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 144Basal
1456) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengaruljud
“tentang kebatalan dan pembatalan perikatan-parnkatidak
lengkap mengatur mengenai kebatalan, malahan kaddag
tepat. Bagian ini hanya secara sumier mengaturgsabadari
kebatalan khususnya perjanjian yang dilakukan ateheka yang
tidak cakap yaitu mereka yang di bawah umur, ditadibawah
curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat dalam kehendak
terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan yéng telah
diterima oleh yurisprudensi yaitu penyalahgunaaadiean.

Ada suatu axioma yang mengatakan agar suatu parbbrajum

benar, haruslah memenuhi tiga syarat:

- perbuatan hukumnya,;
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- keadaan terjadinya perbuatan hukum tersebut; dan
- maksud tujuan dari orang yang melakukannya, hdrustaar.
4. Ratio dari kebatalan.

Apabila pelanggaran suatu ketentuan dimaksudkanukunt
melindungi kepentingan umum, maka akibat pada unyamadalah
batal demi hukum atau batal absolut. Pelanggaratu s«etentuan
dimaksudkan untuk melindungi orang tertentu atalorkpok
tertentu, maka akibatnya adalah dapat dibatalkamn laatal relatif.
Pendapat yang membedakan batal absolut dan bkttd dengan
mendasarkan pada apakah kebatalan tersebut bdréaiusetiap
orang atau bagi beberapa orang tertentu. Suatwaterb hukum

digolongkan pada kebatalan absolut, apabila:

a. Perbuatan hukum tersebut batal demi hukum sehibgigdnya

perbuatan tersebut dapat dimohonkan oleh setiaqgpra
b. Batalnya perbuatan hukum tersebut berlaku bagisetiang;
Perbuatan hukum digolongkan pada kebatalan reljagibila:

a. Hanya golongan orang tertentu saja dapat mengajukan

permohonan atas pembatalannya;
b. Akibat batalnya tersebut hanya berlaku bagi orentgmtu.

Adanya perbedaan database yang terdapat dalam mSiste
Administrasi Badan Hukum (SABH) pada dasarnya dégrgadi juga
karena Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tidd&pat
dipandang semata-mata hanya sebagai sistem dergjzralaan
komputer sebagai perangkat keras elektronika $&gaara konsep,
sebenarnya sistem informasi tidaklah identik derganputer sebagai
alat pengolah informasi, karena suatu sistem infsrmsesungguhnya
adalah suatu rangkaian perangkat dan prosedur ladwagoinformasi

dari semua unit kerja yang ada, sesuai dengan iffunggsi organisasi
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manajemen dan level manajemen yang mungkin sajat ddpkukan
tanpa komputer. Keberadaan komputer hanya merupsidatu alat
untuk menjelmakan sistem tersebut agar menjad letnkret, efisien
dan efektif’® Oleh karena itu, di dalam Sistem Administrasi Bada
Hukum (SABH) peranan sumber daya manusia juga $grgaing
dalam proses pengaplikasian Sistem AdministrasiaBatiukum
(SABH).

Untuk mencegah terhambatnya proses pengaksesan atas
persetujuan ataupun suatu perubahan anggaran disdatau
perubahan data perseroan dikarenakan terdapatmpadaan daftar
hadir databaseSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan
data-data fisik yang diperoleh oleh para Notarisanalebih baik
apabila Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bipu
Indonesia, menciptakan program di mana setiap Moyang hendak
membuat akta perubahan terkait Perseroan Terlidpat mengecek
terlebih dahulu akta terakhir suatu Perseroan Tasbsebelum dibuat

akta perubahan Perseroan Terbatas yang baru.

Pengurus Pusat lkatan Notaris Indonesia (PP INlpghte
mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi [gianu
Republik Indonesia, yakni sebuah solusi atas padredatabase
dengan data fisik yang diperoleh oleh Notaris, parcek data terakhir
terhadap suatu akta secasaling sebelum dibuat akta yang baru,
karena merupakan tanggung jawab semua pihak, kinesusotaris,
agar kepentingan hukum masyarakat tidak terpinggirksehingga
tidak bersentuhan dengan kejahatan koorpétasi.

Selama ini, jika seorang Notaris akan membuat pktabahan
Perseroan Terbatas, maka Notaris tersebut akan yalara akta

perseroan terakhir. Para Notaris jarang menany#kafsahan dan

“Edmon Makarim,Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elekir¢iakarta:
Rajagrafindo, 2010), hal.128.
““Mamo Pratomo, “Database Perseroan Online, Cek Akhelum Bikin Akta,”Renvoi
(Nomor 7/79, Desember Th.07/2009) : 16-17.
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kebenaran akta tersebut kepada Notaris sebelurfrajtanya, sering
terjadi kejahatan koorporasi di mana akta perubaRa&mseroan
Terbatas tersebut dipalsukan, lembaran penting akda itu diganti,
atau dapat jugalient memberikan bukan akta terakhir perseroan

kepada Notarig®

Masalah lain yang timbul adalah bila seorang Nstanembuat
suatu akta perubahan Perseroan Terbatas tentangasu®ireksi
Perseroan terakhir tetapi tidak melaporkannya keaDemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia, artinya Direksi yang badakitercatat di
dalamdatabaseSistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pasal 56
ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tenfdegseroan
Terbatas menyebutkan bahwa Menteri Hukum dan HalsiAdanusia
Republik Indonesia menolak permohonan persetujuaau a
pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan atasaudan nama
pemegang saham yang belum diberitahukan terselbtihyd segala
bentuk dan tindakan hukum Direksi baru tersebutnadi¢golak oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indsag*

Apabila pengecekan akta Perseroan Terbatas teraduara
online dapat direalisasikan, maka itu merupakan bentokakan
preventif terjadinya kejahatan koorporasi. 3 (tiga) yang perlu dicek
sebelum membuat akta adalah susunan pengurus, peghegham,
dan akta terakhir perseroan. Dengan tiga hal tetsebhaka akan
diperoleh kepastian sebelum membuat akta. Untukirael, Notaris
terlebih dahulu membuat akta, setelah itu barul@mgakses Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH). Artinya setelahtaakterbit

barulah diketahui bila terdapat permasalahan.

“Upid.
*lpid.
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4.3 Penyelesaian Aplikas Sistem Administrasi Badan Hukum

(SABH) Terhadap Daluarsa Akta-Akta Notaris

Ditinjau dari sudut jenis permohonan, Undang-Und&gmor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenaintuate

daluwarsa dan sanksi kebatalan untuk mengetahkiahpakta-akta

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tah0@ 2ntang

Perseroan Terbatas yang terkena daluwarsa dani skelatalan

mengandung cacat yuridis terhadap aktanya, akaraikion sesuai

dengan jenis permohonannya, yaftu:

1. Permohonan pengesahan Perseroan Terbatas seldayahiodum
Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri nmamge
pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas, wagjitxat oleh
Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektnoelalui website
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dalam jeagkaktu
60 (enampuluh) hari, tanpa ada pengesahan Pers@edatas
tersebut sebagai Badan Hukum, maka akta pendiraseRan
Terbatas berikut perubahannya jika ada menjadi | bdtn
Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum delegeatnya
waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendirikSayang
dikenakan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007ang
Perseroan Terbatas terhadap akta pendirian dabgiemnya, jika
telah melampaui jangka waktu permohonan adalahl ldda
Perseroan Terbatas menjadi bubar demi hukum, sghidgngan
demikian akibat hukumnya dengan lewatnya waktu dPeas
Terbatas sudah tidak ada lagi dan karena itu sesgeiaatu yang
tidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tapi ©i@ibuat ulang
dengan akta pendirian baru. Batalnya akta pendiRarseroan
Terbatas bukan disebabkan karena adanya cacaisyteithadap
aktanya melainkan karena adanya pelanggaran tgrhgaeka

waktu permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dyaiuy

*?Pieter Latumeten, “Kebatalan dan Degradasi KekuBiakti Akta Notaris Serta Model
Aktanya,” (Makalah disampaikan pada Kongres XX #kafNotaris Indonesia di Surabaya, 28
Januari 2009).
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dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangeRsn
Terbatas tanpa adanya pengesahan Perseroan Tedediagai
badan hukum. Kebatalan akta pendirian Perserodmiieer dengan
lewatnya jangka waktu permohonan merupakan LEX $®RHS
dari sebab-sebab kebatalan yang diatur dalam Kudalang-
Undang Hukum Perdata.

. Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perulzatggaran
dasar

Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perulzatggaran
dasar harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HalsiA
Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 8fa(puluh)
hari sejak tanggal akta Notaris yang memuat perramggaran
dasar, sehingga dengan demikian jika lewat wakt(tig@puluh)
hari sejak tanggal akta Notaris memuat anggaraarddau belum
sampai kepada Data Isian Akta Notaris (DIAN) selesaaka
permohonan persetujuan atau pemberitahuan perulzaiggaran
dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepddateri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.aAKbtaris
yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidalat dap
digunakan dalam pengajuan permohonannya kepada eNent
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lib&an
karena lewat waktu bukan disebabkan adanya kebafalzanya
cacat yuridis) yang dapat menyebabkan akta Notzatal demi
hukum atau dapat dibatalkan atau non existent. fdtsebut tetap
berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) para pihaknya
dan terhadap aktanya dapat dilakupanegasan kembali jika akta
Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar sdabai
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentarggi®an
Terbatas atau dilakukan perbaikan (penyesuaiaa)gkta Notaris
yang memuat perubahan anggaran dasarnya belum skesgman
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
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3. Permohonan perubahan data perseroan mengenai g&atam
pemberhentian dan penggantian anggota Direksi dawaD
Komisaris
Perubahan data perseroan mengenai perubahan susoggota
Direksi dan Dewan Komisaris, mulai berlaku sejakggal yang
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RU#&5bjika
tidak ditetapkan maka mulai berlaku sejak ditutgpRapat Umum
Pemegang Saham (RUPS). Permohonan perubahan ds¢aope
harus diajukan kepada Menteri dalam jangka wakt(tig@ puluh)
hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umwemdgang
Saham (RUPS) dan bilamana dengan lewatnya jangKauwa
tersebut tidak diajukan permohonan atau belum saikgada
Data Isian Akta Notaris (DIAN) selesai, maka sankai Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia rfansetiap
permohonan persetujuan atau pemberitahuan perulziggaran
dasar atau pemberitahuan perubahan data persesngndiajukan
oleh anggota Direksi yang belum tercatat dalam dba®erseroan,
kecuali Direksi baru atas pengangkatan dirinya iserféenolakan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoadukan
terhadap akta Notaris yang memuat perubahan susamggota
Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan bilaméakta &lotaris
yang memuat perubahan data Perseroan dinyatakawatah atau
lewat waktu, maka akta Notaris tersebut tidak medgag cacat
yuridis apapun, dan tidak berakibat batal demi hulatau dapa
dibatalkan atau non existent dan perubahan susamggota
Direksi dan Dewan Komisaris tetap berlaku yaituakejanggal
yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Sahar®SRU
atau jika tidak ditetapkan dalam Rapat Umum Pengdgetham
(RUPS), mulai berlakunya sejak Rapat Umum Pemegaitam
(RUPS) ditutup. Terhadap akta Notaris yang teldhvadarsa tetap
berfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluanmphonan

pemberitahuan perubahan data Perseroan, maka digiaikan
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penegasan kembali dan tidak dapat dilakukan melaostruksi
hukum pembatalan.

. Permohonan perubahan data perseroan mengenai pdamtak
atas saham

Perubahan data perseroan mengenai pemindahan dsalsadtam,
oleh Direksi wajib dicatat pemindahan hak atas seitya dalam
daftar pemegang saham serta memberitahukan perulsalanan
pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasusia
Republik Indonesia dicatat dalam Daftar Perseradimg lama 30
(tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pencatg@mindahan hak
atas saham, Jika lewatnya waktu 30 (tigapuluh) teasebut sejak
tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham ddrep&huan
belum dilakukan, maka Menteri Hukum dan Hak AsasinMsia
Republik Indonesia menolak permohonan persetujudaau a
pemberitahuan atau pemberitahuan perubahan angdasan atau
pemberitahuan perubahan data perseroan yang didakuk
berdasarkan susunan pemegang saham yang beluntatibkan.
Dengan lewatnya waktu tanpa diajukan permohonan
pemberitahuan perubahan data perseroan tersehbuat, Nakaris
yang memuat perubahan data perseroan dan akta gamaim hak
atas saham tetap berfungsi sebagai alat bukti ddak t
mengandung cacat yuridis yang tidak berakibat kddaii hukum
atau dapat dibatalkan atau non existent, dan ukegerluan
permohonan pemberitahuan perubahan data persesvaebut
terhadap akta dapat dilakukan penegasan kembaliidizk dapat
dilakukan melalui konstruksi hukum pembatalan, Rarperubahan
susunan pemegang saham sudah berlaku dengan telah
ditandatanganinya akta pemindahan hak atas saham.

. Akta risalah rapat di bawah tangan

Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diangt
di bawah tangan, wajib dituangkan dalam akta Nsetakalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejakiggal Rapat
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Umum Pemegang Saham (RUPS) di bawah tangan, dsagési
jika lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari tesebutaka Akta
Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan tidakhbdigiangkan
dalam akta Notaris. Bentuk sanksinya hanya tidakeho
dituangkan dalam akta Notaris dan aktanya tidak gaedung
cacat yuridis dan tidak berakibat batal demi hukudapat
dibatalkan atau non existent dan akta risalah ngpattetap
berfungsi sebagai alat bukti yang sah, sehingghadeyp akta
risalah rapat di bawah tangan tersebut dapat ditakypenegasan
kembali atau perbaikan (jika ada perbaikan atauljzdran), atau
dengan pembatalan khusus untuk perubahan anggasan yang
berlakunya sejak tanggal persetujuan atau penenimaa
pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManuspuRlik
Indonesia dan tidak dapat dilakukan pembatalan atih
perubahan data perseroan mengenai penggantian dan
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisagstas
perubahan susunan pemegang saham karena adanyadaleam

hak atas saham.

44  Kekuatan Akta Notaris dan Bukti Database Dalam Sengketa
Hukum
Dalam setiap sengketa hukum baik sengketa hukummaignaupun
sengketa hukum perdata, hakim dalam memutuskau qerkara
memerlukan pembuktian. Akan tetapi, perlu diketdilahwa terdapat
perbedaan dalam sistem hukum pembuktian hukum @idsewupun
hukum perdata. Perbedaan sistem hukum pembuktisgbig terjadi
karena hukum pidana tergolong hukum publik, sedanghukum
perdata tergolong hukum privat.
Dalam Hukum Acara Pidana, dikenal sistem negatifiung undang-
undang, di mana tidak ada seorangpun dapat dihukeouali jika
hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, menhgterkeyakinan

*SLihat R.SubektiHukum Pembuktiar{Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hal. 7.
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bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bales@akwa telah
bersalah melakukannya.

Alat Bukti yang digunakan untuk pembuktian dalanatausengketa
hukum pidana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undandaddg Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

c. Surat;

d. Petunjuk;

e

. Keterangan terdakwa.

Berbeda dengan hukum pidana yang merupakan hukinfik pang
mengatur kepentingan-kepentingan umum dan dikddatalioleh
alat-alat negara, hukum perdata merupakan hukurg gelindungi
hak-hak perorangan atau hak-hak perdata sesebtradigh karena
itu menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukunnddta,
terdapat lima macam alat pembuktian yang sah yaitu:

a. Bukti tulisan;

b. Bukti dengan saksi-saksi;

c. Persangkaan-persangkaan;
d. Pengakuan;
e. Sumpah.
Surat-surat (bukti tertulis) yang termasuk sebagat pembuktian
dalam sengketa hukum pidana maupun sengketa hulentatp,
dapat dibagi dalam surat-surat akta dan surat-dairat Surat-surat
akta dapat dibagi lagi atas surat-surat akta regmihentiek dan
surat-surat akta di bawah tanganmderhands Suatu akta resmi ialah
suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seqajapat umum
yang menurut undang-undang ditugaskan untuk mendwrat-surat

akta tersebut® Akta-akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejaba

*Ibid.
*bid. hal. 9.
**R. SubektiPokok-Pokok Hukum Perdat@lakarta: PT. Intermasa, 1980), hal. 178.
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umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otedfitdedakan

menjadi dua, yaitd’

a. Partij Akte
Jika suatu akta mengandung keterangan-keterangaauadapihak
yang menghadap di depan Notaris, sehingga Notamis i
sebenarnya hanya menetapkan saja apa yang ditararai&h
orang-orang Yyang menghadap itu sendiri, maka akta i
dinamakan partij-akte’.

b. Prosesverbal Akte
Jika suatu akta mengandung suatu pemberitaan edaespverbal
tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oletrasg

Notaris, maka akta itu dinamakprosesverbal-akte

Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengagageuibuat
untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwva datardlatangani®
Suatu akta resmi (otentik) mempunyakuatan pembuktian yang
sempurna (volledig bewij$, apabila suatu pihak mengajukan suatu
akta resmi, hakim harus menerimanya dan menganggapyang
dituliskan di dalam akta itu, sungguh-sungguh te&jadi, sehingga

hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pétign lagi>®

Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa hukuatus Perseroan
Terbatas, akta-akta otentik yang dibuat oleh dao/dthadapan, baik
akta-akta Pendirian Perseroan Terbatas, akta-akitaB\cara Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, atauparakidt
Pernyataan Keputusan Rapat dapat diajukan seblagdiukti yang
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dimudag@dilan.
Namun, terdapat pembatasan perihal pengajuan ktasakta yang
dibuat oleh/dihadapan Notaris, di mana Notaris nikhkewajiban

untuk menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibuatmd@batannya

*Ibid.
*R. Subekti Hukum Pembuktian, op.gital. 25
Fbid.
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selaku Pejabat Umum, dan dalam hal suatu akta iNadgrerlukan

guna kepentingan proses peradilan, maka Notarselat harus

mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengaasrah Notaris.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-lgntiemmor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan

“(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyigénuntut umum,
atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas aDaer
berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-swmahg
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaredadh
penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaangyan
berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Profg&tdris
yang berada dalam penyimpanan Notaris.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau suratasisebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita apargerahan.”

Selain akta-akta Perseroan Terbatas yang dibudt/ddt@dapan
Notaris, database Sistem Administrasi Badan Hukum dapat juga
dijadikan sebagai alat bukti yang dapat diajukatardasengketa
hukum dimuka Pengadilan. Adapun pengaturan alati lelékironik
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentarayrivdsi dan
Transaksi Elektronik diatur secara tersebar baigpksit maupun
implisit. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Norhbd Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronikutisecara tegas
bahwa informasi atau dokumen elektronik dan/atasil leetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah. Lebih laripaisal 5 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infornges

Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasiktiepik
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dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan @arbakti yang sah

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indori8sia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforndes

Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yanga#isud dengan

"perluasan dari alat bukti yang sah”Akan tetapi Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforncesm

Transaksi Elektronik memberi petunjuk penting meraggerluasan

ini, yaitu®*

(i) ada dua jenis alat bukti elektronik, yaitu dalanmtb& original
(informasi atau dokumen elektronik, dan hasil cet#krmasi
elektronik atau dokumen elektronik);

(i) bahwa perluasan tersebut harus sesuai dengan Héaamra

yang berlaku di Indonesia.

Perluasan tersebut dapat berti:

1. memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukigydiatur
dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acarariid
(KUHAP);

2. alat bukti lain, yaitu yang menambah jumlah alaktbyang
diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukunaréc
Pidana (KUHAP).

Mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai perabuyking

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pid@daHAP)

maka "sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku doresdia”
maksudnya ialah bahwa harus ada alat penguji tephatht bukti

elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyataksah di

persidangan - sama seperti terhadap alat buktinyain yaitu

persyaratan formil dan persyaratan materil. Peasgar tersebut

®Josua Sitompul, "Pengaturan Alat Bukti Elektronifliirnal Hukum BisnigVolume 29,
Nomor 2 Tahun 2010) : 88.
61j
Ibid.
2 bid.
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ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektropging dimaksud

(dalam bentuk original atau hasil cetaknya).

a. alat bukti elektronik memperluas cakupan atau ruengkup alat
bukti.

Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acaralda

(KUHAP) yang diperluas adalah alat bukti surat.risselari surat

adalah kumpulan tanda baca dalam bahasa tertemgunyamiliki

makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak darinre#si dan atau
dokumen elektronik . Hasil cetak dari informasiuatibokumen
elektronik dikategorikan sebgai surat lain sebagaandimaksud
dalam Pasal 187 huruf d Kitab Undang-Undang Hukucara

Pidana (KUHAP) dan hanya dapat dijadikan alat baltabila

hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan i dclat

pembuktian yang lain. Hasil cetak informasi ataukuioen
elektronik belum dapat dikategorikan sebagai aktantdk
mengingat pembatasan yang diberikan oleh pasal & @)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforndasi

Transaksi Elektronik, yaitu tidak berlaku untuk:

- Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuaandal
bentuk tertulis;

- Surat beserta dokumennya yang menurut Undangfgnda
harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau aktayydibuat
oleh pejabat pembuat akta.

b. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain

Hal alat bukti elektronik sebagai alat bukti laipeltegas dalam

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi yang mengatur bahwa Inferma

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah &lakti lain.

Penegasan ini penting mengingat alat bukti elekiratalam

bentuk originalnya dapat mengandung informasi yaak dapat

diperoleh apabila Informasi atau Dokumen Elektroteksebut

dicetak.

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011

Universitas Indonesia



65

c. Alat bukti elektroik sebagai sumber petunjuk
Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acdadana
menentukan secara limitatif sumber petunjuk, yaketerangan
saksi, surat dan keterangan terdakwa. Akan tetmggasarkan
uraian di atas, alat bukti elektronik juga dapgadikan sumber
petunjuk, yaituhasil cetak Informasi atau Dokumen elektronik
dapat dikategorikan sebagai surat. Surat yang dimaksud adalah
"surat lain” sepanjang surat itu memiliki hubunghingan isi dari
alat pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 187 hiritab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforndesi
Transaksi Elektronik mengatur mengenai ketentuanp#asyaratan
formil dan materil mengenai alat buki elektronikang dimaksud
dengan persyaratan materil adalah ketentuan daygratan yang
dimaksudkan untuk menjamin keutuhan datge@rity), ketersediaan
(availability), keamanan security), keotentikan guthenticity, dan
keteraksesanagcessibility Informasi atau Dokumen Elekteronik
dalam proses pengumpulan dan penyimpanan dalamespros
penyidikan dan penuntutan, serta penyampaiannyasidang
pengadilan.
Persyaratan materil alat bukti elektronik diatuladaPasal 5 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforndesn
Transaksi Elektronik, yaitu Informasi atau Transaks$ektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektro@ing
memenuhi persyaratan:
1. Andal, aman, dan bertanggung jawab;
Andal artinya Sistem Elektronik memiliki kemampugang
sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Aman asistgam
tersebut terlindungi secara fisik dan nonfisik.
2. Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen

Elektronik secara utuh;

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011

Universitas Indonesia



66

3. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotemtika
kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dagetperasi
sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetafgtaabut.
Beroperasi sebagaimana mestinya memiliki arti 8iste
Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan sgessfnya.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 TahuiB2aéntang
Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikzarsyaratan
materil mengenai keabsahan alat bukti elektroni&ituy bahwa
informasi atau dokumen elektronik dianggap sah rgapg
informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakdéampilkan,
dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawaldehingga
menerangkan suatu keadaan.

Sementara itu, persyaratan formil alat bukti elakic diatur dalam

Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 45 Undang-Undang Noindakun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

1. Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah
a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam

bentuk tertulis;

b. Surat beserta dokumennya yang menurut urdadgng
harus dibuat dalam bentuk akta notril atau gliteg dibuat
oleh pejabat pembuat akta.

2. Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem dtgktrarus
dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri set¢mpa

3. Penggeledahan atau penyitaan dan tetap menjagditaranya

kepentingan pelayanan umum.

Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa di pdilgn, database
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), dapat dkad alat
bukti di muka hakim, karena pada dasarnya inforratei dokumen

elektronik telah diakui sebagai alat bukti meskipparundang-
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undangan terkait masih membutuhkan pengaturan lebiat baik
melalui peraturan maupun putusan untuk menentukabdahan alat
bukti elektronik yang dimaksud. Adapun dalam hatdqaalat bukti
dalam sengketa pidanalat bukti elektronik belum diatur secara
tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara mida
(KUHAP), akan tetapi dalam perkembangannya peratura
perundang-undangan setelah Kitab Undang-Undang HuRgara
Pidana (KUHAP) telah menunjukkan adanya kebutuharuku
mengatur alat bukti elektronf®.

3 bid., hal. 98.
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BAB |11
SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merwgmalsistem
onlineyang mendukung proses pengesahan badan hukumder3arbatas,
persetujuan perubahan anggaran dasar, serta p&hban perubahan
anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbdt&s, grjalanannya tentu
memerlukan perbaikan-perbaikan, karena tidak dapptingkiri seiring
dengan berkembangnya masyarakat dan majunya permkam Indonesia,
kejahatan koorporasi juga semakin meningkat. Notaelaku kuasa yang
ditunjuk Perseroan Terbatas guna mewakili Perserbarbatas untuk
mengurus proses pengesahan badan hukum Persendmta$e persetujuan
perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuanaparulanggaran dasar
dan/atau data Perseroan Terbatas, memiliki perag gangat penting dan
harus tanggap akan hal tersebut. Sistem Adminidgdadan Hukum (SABH)
sebagai sistem elektronik yang diciptakan berdasangerintah Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan BerbhBinya dapat

diakses oleh para Notaris yang terdaftar sebagei pada sistem tersebut.

Sebagai sistem yang diciptakan oleh manusia, t&tem Administrasi

Badan Hukum (SABH) juga memiliki kelemahan-kelemahgang harus

diperbaiki, agar tidak menghambat proses pengesdbamian hukum

Perseroan Terbatas, persetujuan perubahan anggdesar, serta

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/a@iPdegeroan Terbatas.

Adapun kesimpulan dari penulisan karya ilmiah @amtara lain:

a. Secara garis besar telah terdapat sinkronisaaraa Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasadenglikasi
Sistem Administrasi Hukum (SABH) yang merupakandoito hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republdoiresia yang
berbasiskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Ta00n sebagai
dasar hukumnya meskipun masih juga terdapat kediladlonan antara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persel@ahatas
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dengan aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum BBA
Sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 40 Tahu@7 2t&ntang
Perseroan Terbatas dengan aplikasi Sistem AdnasisBadan Hukum
(SABH) dapat dilihat dari data-data yang diinputlada Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) telah sesuai derafainan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Bexbdt mana
data-data yang di-input ke dalam Sistem AdministBadan Hukum
(SABH) perihal proses Pengesahan Badan Hukum, otelipama dan
tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdif@yaeroan, jumlah
modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkarseRean, serta
alamat lengkap Perseroan. Selain itu sinkronisgsaddilinat dari daftar
hadir yang dimuat dalam aplikasi Sistem Administ®dadan Hukum
(SABH), penghitungan kuorumnya disesuaikan dengama@ pada
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persdredratas.
Dalam hal terjadi perbedaan database dengarNaksais sebagai dasar
input dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Huk(SABH) tentu
saja dapat menghambat proses Persetujuan PeruBalggaran Dasar
Perseroan dan juga proses Pemberitahuan Perubaiggaran Dasar
dan/atau data Perseroan. Perbedaan tersebut dapat tlikarenakan
beberapa hal antara lain: adanya kesalahan mengdapa Perseroan ke
dalam aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum ($HByang
dilakukan oleh Notaris terdahulu, ataupun adanyta-akta perubahan
Perseroan Terbatas yang tidak dilaporkan kepadaeKeEman Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Terhadap daluarsa akta-akta Perseroan Terbatkk semua akta
Notaris dapat dikategorikan batal demi hukum. Akteng dinyatakan
batal demi hukum adalah akta Pendirian Perseroamales yang
melewati masa daluarsa 60 (enampuluh) hari sejak @lendirian
tersebut ditandatangani oleh para pendiri Persefesibatas. Akta-akta
perubahan Perseroan Terbatas yang harus mendapsétupean
perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau Pammieami perubahan

Anggaran Dasar dan/atau data Perseroan pada Kemerttiikum dan
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Hak Asasi Manusia memiliki masa daluarsa 30 (tigapuhari sejak
tanggal akta tersebut ditandatangani. Akta dalugesgebut tetap
berfungsi sebagai alat bukti bagi para pihaknya dapat dilakukan
penegasan kembali. Selain itu terhadap akta Nadangan agenda rapat
perubahan data Perseroan, yaitu perubahan AnggatlsbDdan Dewan
Komisaris Perseroan memiliki masa daluarsa 30 ptilydn) hari
terhitung sejak tanggal akta ditandatangani. Aktisebut tidak dapat
dilakukan melalui konstruksi pembatalan, dan untikperluan
permohonan pemberitahuan perubahan data Perselapat, dilakukan
juga penegasan kembali.

d. Dalam hal diajukannya akta-akta Perseroan Tash@dn juga informasi
database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ketika aelij
sengketa hukum pidana maupun perdata, kedua komperszbut tentu
dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka hakimarnakan
informasi-informasi terkait Perseroan Terbatas etems yang berupa
Akta-Akta Perseroan Terbatas yang dibuat Notarigupakan akta
otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurridedangkan
informasi databaseSistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tentu
dapat digolongkan juga sebagai alat bukti yang seimgingatdatabase
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) berisi imf@si-informasi
yang diinput Notaris secaranline pada akhirnya akan menerbitkan
Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasni#a Republik
Indonesia terkait Pengesahan Badan Hukum maupwsetBpran atas
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan juga Bemaberitahuan

atas Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Data Rarsero

2. Saran
Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan ydcokdukum
yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak sAsklanusia
Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya harustaigatu pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan BEerbktrena pada
dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terRergeroan Terbatas
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adalah dasar diciptakannya aplikasi Sistem Admesst Badan Hukum
(SABH). Ketidaksinkronan yang terdapat antara Ugddndang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan sifbiistem Administrasi
Badan Hukum (SABH) tentunya harus segera dibenddti Eementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia gilay@at memberikan
pelayanan hukum kepada masyarakat dengan lebih bai.
Ketidaksinkronan tersebut tentu dapat menghambagepr pengaplikasian
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan bukalaki mungkin dapat
menimbulkan sengketa hukum dikemudian hari.

Untuk menghindari timbulnya permasalahan perbedasaibase Sistem
Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan akta Notamsg dijadikan
dasar input dalam aplikasi Sistem Administrasi Baddukum (SABH),
dalam pengaksesan Sistem Administrasi Badan Hul&@aBid), akan lebih
baik apabila Pemerintah dalam hal ini Kementeriatkitin dan Hak Asasi
Manusia Republik Indoneisa bersama dengan Pendusat Ikatan Notaris
Indonesia saling berkerja sama untuk mencari sglasyelesaian masalah
yang timbul dalam pengaksesan Sistem AdministragiaB Hukum (SABH).
Salah satu solusi yang dapat disarankan adalalfadengnyediakan program
baru dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABHjarasebelum
membuat Akta Perseroan Terbatas, para Notaris dapagetahui data-data
terakhir Perseroan baik itu berupa Akta terakhirgydibuat oleh Perseroan,
susunan pemegang saham terakhir dan juga susumaksiDdan Dewan
Komisaris terakhir Perseroan. Pengecekan datatelatiehir Perseroan secara
online diharapkan dapat mengurangi terjadinya kejahatanporasi dan juga
membantu Notaris untuk mendapatkan kepastian atkis Aerseroan

Terbatas yang dibuatnya.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a

bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang
sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi
perkembangan perekonomian di era globalisas pada masa mendatang, perlu didukung oleh
suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin
terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;

bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu
diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

w

Perseroan Terbatas, yang sdanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikanberdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direks, dan Dewan Komisaris.
Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta
dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direks atau Dewan Komisaris
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/ataukhusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
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7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran
umum saham, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan
modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.

9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih
untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan
aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karema hukum kepada
Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan
yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk
meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum
memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum
Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang
perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya
pengendalian atas Perseroan tersebut.

12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Persercan untuk memisahkan
usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva din pasiva Perseroan beralih karena hukum
kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih
karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.

13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan
tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.

14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.

15. Hari adaah hari kalender.

16. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi
manusia.

Pasal 2
Perseroan harus mempunya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3
(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang
dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi
saham yang dimiliki.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
a. persyaratan Perseroan sebagal badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad
buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
C. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang
dilakukan oleh Perseroan; atau
d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan
Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 4
Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5
(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik
Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
(2) Perseroan mempunya alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
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(3) Dalam surat- menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan
akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap
Perseroan.

Pasal 6
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan
dalam anggaran dasar.

BAB I
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR
PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 7

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam
bahasa Indonesia.

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri
mengenal pengesahan badan hukum Perseroan.

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang
dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan
tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada
orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang
saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi
alas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang
berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewagjibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), sertaayat (6) tidak berlaku bagi:

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-
undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8
(1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian
Perseroan.
(2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan
pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan
tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;

b. nama lengkap, tempat dan tangga lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan
nilai nominal saham yang telah ditempatkan dandisetor.

(3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat
kuasa.

Pasal 9
(1) Untuk memperoleh keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan
permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administras badan hukum secara
elektronik kepada Menteri dengan mengis format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
a. namadan tempat kedudukan Perseroan;
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b. jangkawaktu berdirinya Perseroan;
c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. adamat lengkap Perseroan.

(2) Pengisan format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan
pengajuan nama Perseroan.

(3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengguan dan pemakaian nama Perseroan diatur
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 10

(1) Permohonan untuk memperoleh keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) harus digukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tangga akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen
pendukung.

(2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteri.

(3) Apabila format isian sebagamana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan
mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan
atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan
mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan
beserta a asannya kepada pemohon secara elektronik.

(5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan
tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib
menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

(6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara
lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang
pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.

(7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal
tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.

(8) Daam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(9) Daam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak digjukan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya
jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar
karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

(10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi
permohonan pengajuankembali.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengena pengajuan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau
tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 12
(1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan sasham dan penyetorannya yang
dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta
pendirian.
(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta
yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
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(3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta
otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik
tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.

(4) Dalam ha ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak
dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewgjiban serta tidak
mengikat Perseroan.

Pasal 13

(1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum
didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS
pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan
kewgjiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau
kuasanya.

(2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka
waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan
hukum.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili semua sasham dengan hak suara dan keputusan disetujui
dengan suara bulat.

(4) Dalam ha RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab
secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan
hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum
pendirian Perseroan.

Pasal 14

(1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya
boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua
anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung
renteng atas perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas
nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut
menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.

(3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung
jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi
tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang
saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus
diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status
badan hukum.

Bagian Kedua
Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1
Anggaran Dasar

Pasal 15
(1) Anggarandasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
a. nhamadan tempat kedudukan Perseroan;
b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
c. jangkawaktu berdirinya Perseroan;
d. besarnyajumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
e. jumlah saham, klasifikas saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikas,
hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
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f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
g penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
Komisaris,
I. tatacarapenggunaan laba dan pembagian dividen.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat
ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang- undang ini.
(3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16
(1) Perseroantidak boleh memakai nama yang:
a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama
Perseroan lain;
b. bertentangandengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga
internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud
dan tujuan Perseroan sgja tanpa namadiri;
e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak
membentuk kata; atau
f.  mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata
(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas’ atau disingkat “PT”.
(3) Daam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 17
(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah
negara Republik Indonesia yang ditentukan dalamanggaran dasar.
(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat
Perseroan.

Pasal 18
Perseroan harus mempunyai naksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam
anggaran dasar Perseroan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19
(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
(2) Acaramengenal perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan
RUPS.

Pasal 20
(1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan,
kecuali dengan pesetujuan kurator.
(2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan
persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuiti:
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nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan,

jangka waktu berdirinya Perseroan;

besarnya modal dasar;

pengurangan modal

ditempatkan dan disetor; dan/atau

status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan
kepada Menteri.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau
dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat
notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal keputusan RUPS.

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas
waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digjukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgak tanggal akta
notaris yang memuat perubahan anggarandasar.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi
pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat digjukan
atau disampaikan kepada Menteri.

@~o a0 o

Pasal 22
(1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu
berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus digjukan kepada
Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan
berakhir.
(2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23

(1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mula berlaku
sgjak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran
dasar.

(2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku
sgjak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh
Menteri.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal undang-
undang ini menentukan lain.

Pasal 24
(1) Perseroan yang moda dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai
Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)
huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
(2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan
pendaftaransesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25
(1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan
Terbuka mulai berlakusejak tanggal:
a. efektif pernyataan pendaftaran yang digjukan kepada |lembaga pengawas di bidang pasar
modal bagi Perseroan Publik; atau
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b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran
kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum
saham sesuai dengan ketent uan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

(2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham,
Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26
Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Rengambilalihan
berlaku sgjak tanggal:
a. persetujuan Menteri;
b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
C. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang
ditetapkan dalam akta Penggabunganatau akta Pengambilalihan.

Pasal 27
Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) ditolak apabila:
a. bertentangan dengan ketentuan mengenal tata cara perubahan anggaran dasar;
b. is perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban
umum, dan/atau kesusilaan; atau
c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 28
Ketentuan mengenal tata cara pengguan permohonan untuk memperoleh keputusan menteri
mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

Bagian Ketiga
Daftar
Perseroan dan Pengumuman

Paragraf 1
Daftar Perseroan

Pasal 29
(1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
(2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang
(3) Perseroan yang meliputi:
a nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu
pendirian, dan permodalan;
b. aamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan menteri mengenai pengesahan badan
hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan
pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan
anggaran dasar;
g nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan;
h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan
tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
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i.  berakhirnya status badan hukum Perseroan;
J. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang
wajib diaudit.
(4) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan
pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
a Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas
perubahan anggarandasar yang memerlukan persetujuan;
b. Penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan
persetujuan; atau
c. Penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan
anggarandasar.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat
pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.
(6) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenal daftar Perseroan diatur dengan peraturan menteri.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 30

(1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

a. akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4);

b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri Sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

c. aktaperubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sgjak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sgak diterimanya
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB |1l
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 31
(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar moda mengatur modal Perseroan terdiri atas saham
tanpa nilai nominal.

Pasal 32

(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum
modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
peraturan pemerintah.

Pasal 33

(1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
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(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setigp kali untuk menambah modal yang
ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk
lainnya.

(2) Daam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dmaksud
pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai waar yang
ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat
Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian
ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebuit.

Pasal 35
(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyal tagihan terhadap Perseroan tidak
dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensas kewagjiban penyetoran atas harga
saham yang telahdiambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
(2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi
dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
a Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak
berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas
utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah
menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinila dengan uang yang
langsung atau tidak |angsung secara nyata telah diterima Perseroan.
(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan
ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran
dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 36

(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh
Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh
Perseroan.

(2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,
atau hibahwasiat.

(3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang
tidak di larang memiliki sahamdalam Perseroan.

(4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek,
berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Bagian Kedua
Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 37
(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan denganketentuan:

a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan
menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang
telah disisihkan; dan

b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham
atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan
lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak
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melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan,
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan
dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direks secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang
saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh
dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

(1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau
pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali
ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila
dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan
jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39

(1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui
pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang sama.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik
kembali oleh RUPS.

Pasal 40
(1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah
atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak
diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapa sesuai dengan
ketentuan undang- undang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Bagian Ketiga
Penambahan Modal

Pasal 41

(1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

(2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui
pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu
paling lamal (satu) tahun.

(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik
kembali oleh RUPS.

Pasal 42

(1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan
memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar
dalam anggaran dasar.

(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat wajib diberitahukan kepada Menteri
untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
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Pasal 43

(1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan
kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham
yang sama.

(2) Daam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang
klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah
seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.

(3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;

b. ditujukan kepada pemegang obligas atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi
saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

c. dilakukan dalam rangka reorganisas dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
RUPS.

(4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak
untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari terhitung sgjak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa sasham yang tidak
diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Bagian Keempat
Pengurangan M odal

Pasal 44
(1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan
memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan
anggaran dasar sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.
(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45

(1) Dadam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis
diserta alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan
kepada Menteri.

(2) Dadam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan
yang digjukan.

(3) Dalam hal Perseroan:

a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak tanggal jawaban Perseroan diterima;
atau

b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung segjak
tanggal keberatan digjukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46
(1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat
persetujuan Menteri.
(2) PersetujuanMenteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
daam Pasal 45 ayat (1);
b. telah dicapa penyelesaian atas keberatan yang digjukan kreditor; atau
C. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
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Pasal 47

(1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara
penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.

(2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham
yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat
ditarik kembali.

(3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang
terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.

(4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan
semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.

(5) Dalam ha terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang
pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan
RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian Kelima
Saham

Pasal 48

(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.

(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan
memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instans yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak
dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan
daam kuorum yang harus dicapai sesua dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau
anggaran dasar.

Pasal 49
(1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
(2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya
pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar
modal.

Pasal 50

(1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat
sekurang-kurangnya:

a. namadan alamat pemegang saham;

b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan
klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai
atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai
atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (2).

(2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib
mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham
anggota Direks dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

(3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.

(4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
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(5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar moda tidak mengatur lain,
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi
Perseroan Terbuka

Pasal 51
Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar
pemegang saham atas nama pemiliknya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi
klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang ini.

(4) Setigp saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

(5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham
tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagal wakil bersama.

Pasal 53
(1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sshamatau |ebih.
(2) Setiap saham dalam klasifikas yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah
satu di antaranya sebagai saham biasa.
(4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris;

c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi
saham lain;

d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu
dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau
nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari
pemegang saham klasifikas lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam
likuidasi.

Pasal 54

(1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.

(2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali
pemegang pecahan nilai nominal saham, balk sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai
nomina saham lainnya yang klasifikas sahamnya sama memiliki nilai nomina sebesar 1
(satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis
berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55
Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 56
(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan
secaratertulis kepada Perseroan.
(3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak
tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham
kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri
menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan
susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai tata @ra pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar
modal diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57
(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi
tertentu atau pemegang saham lainnya;
b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instans yang berwenang sesual
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak
atas saham disebabkan peradihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58

(1) Ddam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih
dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain,
dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) terhitung sgjak tanggal penawaran dilakukan
ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat
menawarkan dan menjual sshamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59

(1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ
Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama
90 (sembilan puluh) hari terhitung sgak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan
persetujuan pemindahan hak tersebuit.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ
Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui
pemindahan hak atas saham tersebuit.

(3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sgjak tanggal
persetujuan diberikan.

Pasal 60

(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 kepada pemiliknya.

(2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain
dalam anggarandasar.

(3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada
pemegang saham.
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Pasal 61
(1) Setigp pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan
negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan
wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digukan ke pengadilan negeri yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62

(1) Setigp pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan
harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50%
(lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau

c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

(3) Dadam ha saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi
batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak
ketiga

BAB IV
RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
RencanaKerja

Pasal 63
(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang akandatang.

Pasal 64

(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris
atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direks
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau
RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Dadam ha anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS,
rencana kerjatersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65
(1) Dalam hal Direks tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum
memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 66
(1) Direkss menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelash oleh Dewan
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan
berakhir.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
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a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta
catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan,

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan;

e. laporan mengena tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;

f. namaanggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g 0gi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar
akuntans keuangan.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri
sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua
anggota Direks dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang
bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sgjak tanggal panggilan RUPS untuk dapat
diperiksa oleh pemegang saham.

(2) Ddam ha terdapat anggota Direks atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan
harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi
dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

(3) Ddam hal terdapat anggota Direkss atau anggota Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani |aporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi
alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68

(1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit
apabila
a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;

b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

d. Perseroan merupakan persero;

e. Perseroan mempunya aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f. diwgibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan
tidak disahkan oleh RUPS,

(3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu)
surat kabar.

(5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.

(6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan
dengan peraturan pemerintah.

Pasal 69

(1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
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(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam undang- undang ini dan/atau
anggaran dasar.

(3) Daam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan,
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab
terhadap pihak yang dirugikan.

(4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena
kesalahannya.

BagianKetiga
Penggunaan Laba

Pasal 70

(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setigp tahun buku untuk
cadangan.

(2) Kewagjiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan
disetor.

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapal jumlah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat
dipenuhi olehcadangan lain.

Pasal 71

(1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana
dimaksud dalamPasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

(2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud
ddam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali
ditentukan lain dalam RUPS.

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan
mempunyal saldo laba yang positif.

Pasal 72

(1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir
sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila
jumlah kekayaan bersh Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal
ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.

(3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu
atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewgjibannya pada kreditor atau
mengganggu kegiatan Perseroan.

(4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direks setelah memperoleh
persetujuan DewanKomisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam ha setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen
interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

(6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian
Perseroan, dalam ha pemegang sasham tidak dapat mengembalikan dividen interim
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73
(1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung segjak tangga yang ditetapkan
untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
(2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangankhusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BABV
TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber
daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kewagjiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pel aksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan
peraturan pemerintah.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

(1) RUPS mempunya wewenang yang tidak diberikan kepada Direks atau Dewan Komisaris,
dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

(2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan
dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan
mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

(3) RUPS dadam mata acara lainlain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua
pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata
acararapat.

(4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76

(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan
kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham
Perseroan dicatatkan.

(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah
negara Republik Indonesia.

(4) Jka daam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang
saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di
manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan
tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adal ah persyaratan sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar
Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah
rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
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Pasal 78

(1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(2) RUPS tahunan wgjib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku berakhir.

(3) Ddam RUPS tahunan, harus digukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setigp waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan.

Pasal 79

(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2)
dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului
pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas
permintaan:

a 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu
persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran
dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digjukan kepada Direks dengan Surat
Tercatat disertai alasannya.

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham
tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(6) Dalam hal Direks tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5):

a Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
digukankembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b.

(7) Dewan Komisaris wagjib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sgjak tanggal
permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

(8) RUPS yang diselenggarakan Direks berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.

(99 RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan
dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(100  Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan undang-undang ini
sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan
lain.

Pasal 80

(1) Daam hal Direks atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang
meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan
negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau
Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila
pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon
mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga
ketentuan mengenai:
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a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka
waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa
terikat pada ketentuan undang- undang ini atau anggaran dasar; dan/atau

b. perintah yang mewagjibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

(4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan
secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang
wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat
sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), upaya hukum yang dapat digjukan hanya kasasi.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan
memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya
untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

Pasal 81
(1) Direkss melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan
RUPS.
(2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan
negeri.

Pasal 82

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tangga RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat
Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor
Perseroan sgjak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS
diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap
sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83
(1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan
pengumuman mengenal akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 84
(1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar
menentukan lain.
(2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau
tidak langsung; atau
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c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau
tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85

(1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari
saham tanpa hak suara.

(3) Daam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk
seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan
suara yang berbeda.

(4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan
Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan
tidak berlaku untuk rapat tersebut.

(6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan
memperhatikan ketentuan undang-undang ini dan anggaran dasar Perseroan.

(7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

(1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang
dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan
pemanggilan RUPS kedua.

(3) Dadam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih
besar.

(5) Dadam ha kuorum RUPS kedua sebagamana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai,
Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk
RUPS ketiga.

(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan
tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah
ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paing lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya
dilangsungkan.

Pasal 87

(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Daam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih
besar.
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Pasal 88

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh sasham dengan hak suara hadir atau diwakili
dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian
dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit
2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar
menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan
ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum
kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi
Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

Pasal 89

(1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan,
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu
berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili
ddam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih
besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat
diadakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling
sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran
dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan entang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan
ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum
kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga
bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar moda.

Pasal 90
(1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua
rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta
RUPS.
(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS
tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat
semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani
usul yang bersangkutan.
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BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 92

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direks berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang
ini dan/ atau anggaran dasar.

(3) Direks Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.

(4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau
Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direks.

(5) Dalam ha Direks terdiri atas 2 (dua) anggota Direks atau lebih, pembagian tugas dan
wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

(6) Daam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas
dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah:

a. dinyatakan pailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan
instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan
surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94

(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta
pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direks dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direks.

(5) Keputusan RUPS mengenal pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direks
juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
tersebut.

(6) Dalam ha RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Direks tersebut mulai berlaku sgjak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi
wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar
Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak tangga
keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri
menolak setiap permohonan yang digjukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada
Menteri oleh Direks yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
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(9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang
disampaikan oleh Direks baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 95

(1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 93 batal karena hukum segjak saat anggota Direks lainnya atau Dewan Komisaris
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sgjak diketahui, anggota Direksi
lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi
yang bersangkutan dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat
dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan
menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan
menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direks yang bersangkutan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota
Direks yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 dan Pasal 104.

Pasal 96

(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direks ditetapkan berdasarkan
keputusan RUPS.

(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris.

(3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan K omisaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan keputusan rapat DewanKomisaris.

Pasal 97

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direks
dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan
apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ddam ha Direks terdiri atas 2 (dua) anggota Direks atau lebih, tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota
Direks.

(5) Anggota Direks tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegahtimbul atau berlanjutnya kerugian tersebuit.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melaui
pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direks lain
dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.
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Pasal 98

(1) Direks  mewakili Perseroan bak di dadam maupun di luar pengadilan.
(2) Dalam ha anggota Direks terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili
Perseroan adal ah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

(2) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran
dasar, atau keputusan RUPS.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99
(1) Anggota Direks tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direks yang
bersangkutan; atau
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan.
(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili
Perseroan adalah:
a. anggotaDireks lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direks mempunyai benturan kepentingan
dengan Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

(1) Direksi Wajib:

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan

b. risalah rapat Direksi;

c. membuat laporantahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Dokumen Perusahaan;
dan

d. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

(2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang
saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan
salinan laporan tahunan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101
(1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota
Direks yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk
selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
(2) Anggota Direks yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan tersebut.

Pasal 102
(1) Direksi wajib memintapersetujuan RUPS untuk:
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
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(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan
bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu
yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan
atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengananggaran dasarnya.

(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap
mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

(5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS
untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103
Direks dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau
kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu
sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104

(1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada
Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi
ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

(2) Dalam ha kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat terjadi karena kesalahan atau
kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan
dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab
atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebuit.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi
yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direks dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

(4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukankarena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung
jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunya benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yang dilakukan; dan

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi
Direks dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105

(1) Anggota Direks dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu
tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum
diambil keputusan pemberhentian.

(4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

(5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:

a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. tangga keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1); atau
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d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106

(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan
menyebutkan aasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direks yang bersangkutan.

(3) Anggota Direks yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98
ayat (1).

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian
sementara harus diselenggarakan RUPS.

(5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri.

(6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.

(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang
bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

(8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian
sementara tersebut menjadi batal.

(9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (8) berlakuketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107
Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:
a tatacara pengunduran diri anggota Direksi;
b. tata cara pengisian jabatananggota Direks yang lowong; dan
c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam ha seluruh
anggota Direks berhalanganatau diberhentikan untuk sementara.

Bagian Kedua
DewanKomisaris

Pasal 108

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan
pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat
kepada Direks.

(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dantujuan Perseroan.

(3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

(4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan
setigp anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana
masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau
Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 109

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai
Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli
syariahatau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat
dan saran kepada Direks serta mengawas kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip
gyariah.
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Pasal 110

(1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun  sebelum
pengangkatannya pernah:

a. dinyatakanpailit;

b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan.

(2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan
instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan
surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam
akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat
kembali.

(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencal onan anggota Dewan Komisaris.

(5) Keputusan RUPS mengena pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris juga menetapkan saat mula berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian tersebuit.

(6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian
mula berlaku sgak ditutupnya RUPS.

(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Dewan Komisaris,
Direks wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar
Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgjak tangga
keputusan RUPS tersebut.

(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri
menolak setigp pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya
yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112

(1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sgak saat anggota
Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebuit.

(2) Daam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sgak diketahui, Direks harus
mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam
surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

(3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya
batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya ggji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS.
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Pasal 114

(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 108 ayat (1).

(2) Setigp anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung
jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lala menjalankan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam ha Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih,
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi
setiap anggota Dewan Komisaris.

(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

a telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan
Perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

b. tidak mempunya kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan Direksl yang mengakibatkan kerugian; dan

c. tdah memberikan nasihat kepada Direks untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan
Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan
ke pengadilan negeri.

Pasal 115

(1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan
Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan
tersebut, setigp anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab
dengan anggota Direks atas kewajiban yang belum dilunasi.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan
Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit
diucapkan.

(3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan
Perseroan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad balk dan kehati-hatian untuk
kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan;

c. tidak mempunya kepentingan pribadi, bailk langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan oleh Direks yang mengakibatkan kepailitan; dan

d. telah memberikan nasihat kepada Direks untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116
Dewan Komisaris wajib:
a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada
Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang
baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117
(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direks dalam melakukan perbuatan
huk um tertentu.
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(2) Dalam ha anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris,
perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum
tersebut beritikad baik.

Pasal 118
(1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan
tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan
tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan
mengenai hak, wewenang, dankewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119
Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105
mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota DewanKomisaris.

Pasal 120

(1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih Komisaris
Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Utusan.

(2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan
RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya

(3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat DewanKomisaris.

(4) Tugas dan wewenang Komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan
ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak
mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direks.

Pasal 121
(1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan
Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota
Dewan Komisaris.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada DewanKomisaris.

BAB VIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMISAHAN

Pasal 122
(1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau
meleburkan diri berakhir karena hukum.
(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi
terlebih dahulu.
(3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri keralih karena
hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum
menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil
Peleburan; dan
c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung
sgjak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Pasal 123
(1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun
rancangan Penggabungan.
(2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang
kurangnya:
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a. namadan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

b. aasan serta penjelasan Direks Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan
persyaratan Penggabungan;

c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap
saham Perseroan yang menerima Penggabungan;

d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila
ada;

e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3
(tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

f.  rencanakelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan
Penggabungan;

g neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesua dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

h. cara penyelesaian status, hak dan kewgjiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;

I. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap
pihak ketiga.

j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan
Perseroan;

k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi
anggota Direksi dan Dewan K omisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

I.  perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;

m. laporan mengena keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapal dari setiap Perseroan
yang akan melakukan Penggabungan;

n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang
terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan

0. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang
mempengaruhi  kegiatan Perseroan yang akan melakukan  Penggabungan.
(3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris dari setigp Perseroan digjukan kepada RUPS masing-
masing untuk mendapat persetujuan.

(3) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam
undang-undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi
Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.

Pasal 124
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan
yang akan meleburkan diri.

Pasal 125

(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan
dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direks Perseroan atau langsung dari
pemegang saham.

(2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.

(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang
mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.

(4) Dalam hal Pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi
sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS
yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direks, pihak yang akan mengambil aih
menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan
yang akan diambil alih.
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(6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan
persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang
memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan
yang akan diambil aih;

b. alasan serta penjelasan Direks Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi
Perseroan yang akan diambil aih;

c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun
buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil
dih;

d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil aih terhadap
saham penukarnya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;

e. jumlah saham yang akan diambil alih;

f. kesiapan pendanaan;

g neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil aih setelah
Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntans yang berlaku umum di
Indonesia;

h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;

I. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan
karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian
kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;

k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

(7) Ddam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) danayat (6) tidak berlaku.

(8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan
ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham
dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126

(1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib
memperhatikan kepentingan:

a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengena  Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Remisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
boleh menggunakan haknya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 62.

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses
pel aksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

(1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah
apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

(2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat
kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan
mel akukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu
paing lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak
yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan,
Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung segjak tanggal pengumuman
sampai tanggal RUPS diselenggarakan.

(4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan
tersebut.
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(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan
keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan.

(6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal
diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus
disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.

(7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang
dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 125.

Pasal 128

(1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui
RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilaihan, atau
Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

(2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib
dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

(3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta
pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129
(1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
a. pengguan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1); atau
b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
(2) Daam ha Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta
Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130
Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan keputusan
menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 7 ayat (4).

Pasal 131
(1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian
pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3).
(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan
akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan
kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132
K etentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 133
(1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direks Perseroan hasil Peleburan
wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau
lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung segjak tanggal
berlakunya Penggabungan atau Peleburan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan
yang sahamnya diambil alih.
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Pasal 134
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Perseroan
diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 135

(1) Pemisahandapat dilakukan dengan cara:

a. Pemisahan murni; atau
b. Pemisahantidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva
dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang
menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir
karena hukum.

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan
sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain
atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap
ada.

Pasal 136
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 137
Daam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Bab V111 berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX
PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

(1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukandengan tujuan untuk mendapatkan data atau
keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau
pihak ketiga; atau

b. anggota Direks atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggukan
permohonan secara tertulis beserta aasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

a 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;

b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan
atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengagukan permohonan
pemeriksaan; atau

c. kejaksaan untuk kepentingan umum.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digukan setelah pemohon terlebih
dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak
memberikan data atau keterangan tersebuit.

(5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan
pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan
yang wajar dan itikad baik.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup
kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

(1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138.
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(2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila
permohonan tersebut tidak didasarkan atas aasan yang waar dan/atau tidak dilakukan
dengan itikad baik.

(3) Dalam ha permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan
pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan
pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.

(4) Setigp anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan
akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan
Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

(6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib
memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukan.

Pasal 140

(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139
kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung
sgjak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon
dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung segjak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141
(1) Dalam ha permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri
menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.
(3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian
seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB X
PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN
BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142
(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a. berdasarkan keputusan RUPS;

b. karenajangka waktu berdirinyayang ditetapkan dalam anggaran dasar telahberakhir;

c. berdasarkan penetapan pengadilan;

d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar
biaya kepailitan;

e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan
insolvens sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan
K ewagjiban Pembayaran Utang; atau

f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan
likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan

b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk
membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.

(3) Dalam ha pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang
ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan
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berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi
bertindak selaku likuidator.

(4) Dalam ha pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian
kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-undang tentang Kepailitan dan
Penundaan K ewajiban Pembayaran Utang.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung
renteng.

(6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,
kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi
likuidator.

Pasal 143
(1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum
sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS
atau pengadilan.
(2) Sgjak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam
likuidas” di belakang nama Perseroan.

Pasal 144
(1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling
sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sasham dengan hak suara, dapat
mengaj ukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
(3) Pembubaran Perseroandimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145
(1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang
ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya
Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
(3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka
waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146
(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas.
a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau
Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam
akta pendirian;
c. permohonan pemegang saham, Direks atau Dewan Komisaris berdasarkan aasan
Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Pasal 147
(1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran
Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan
pembubaran Perseroan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa
Perseroan dalam likuidasi.
(2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
a pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
b. namadan alamat likuidator;
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c. tatacarapengajuan tagihan; dan
d. jangkawaktu pengajuan tagihan.
(3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60
(enam puluh) hari terhitung sgjak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
dilengkapi dengan bukti:
a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
b. pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a

Pasal 148
(1) Dadam ha pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
(2) Daam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang
diderita pihak ketiga.

Pasal 149

(1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses

likuidasi meliputi pelaksanaan:

a. pencatatan dan pengumpulankekayaan dan utang Perseroan;

b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana
pembagian kekayaan hasil likuidasi;

c. pembayaran kepada para kreditor;

d. pembayaran sisakekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan

e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pel aksanaan pemberesan kekayaan.

(2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan
Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan
perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan
alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

(3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam
jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sgak tanggal pengumuman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator,
kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat
60 (enam puluh) hari terhitung segjak tanggal penolakan.

Pasal 150

(1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesua dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke
pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tangga penolakan.

(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sgak pembubaran Perseroan diumumkan
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).

(3) Tagihan yang digjukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam
hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.

(4) Daam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan
terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri
memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidas yang telah
dibagikan kepada pemegang saham.

(5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.
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Pasal 151
(1) Daam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan,
ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator
lama
(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang
bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

Pasal 152

(1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas
likuidas Perseroan yang dilakukan.

(2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidas Perseroan yang dilakukan.

(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada
likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang
ditunjuknya.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang
pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.

(5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama
Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) dipenuhi.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan
hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

(7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sgak tanggal
pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim
pengawes.

(8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

BAB Xl
BIAYA

Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk:

a.  memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;

b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;

c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;

d. memperoleh informas tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;

e. pengumuman yang diwgibkan dalam undang-undang ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan

f.  memperoleh salinan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau
persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XIlI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154
(1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
(2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan
undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam undang-
undang ini.
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Pasal 155
Ketentuan mengena tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan
kelalaiannya yang diatur dalam undang-undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur
dalam undang- undang tentang Hukum Pidana.

Pasal 156

(1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan undang-undang ini dibentuk tim ahli
pemantauan hukum Perseroan.

(2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
a pemerintah;
b. pakar/akademisi;
c. profesi; dan
d. duniausaha

(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh
atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta
memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli
diatur dengan peraturan menteri.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

(1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan
anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam
daftar perusahaan sebelum undang-undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

(2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran
dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat undang-
undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan undang-undang ini.

(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-
undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib
menyesuai kan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.

(4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas
permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158
Pada saat undang-undang ini mula berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan
dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru
berdasarkan undang- undang ini.

Pasal 160
Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 161
Undang-undang ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tangga 16 Agustus 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tangga 16 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS

UMUM
Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiens yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasiona bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan pembangunan perkonomian nasiona perlu didukung oleh suatu undang-undang
yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang
kondusif.
Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal
dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang
tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah
berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya
tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan
pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik
(good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dalam undang-undang ini telah diakomodas berbaga ketentuan mengenai Perseroan, baik
berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan
ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di
dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Daam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat,
undang-undang ini mengatur tata cara:
1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar
dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya,
yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara
elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manua dalam keadaan
tertentu.
Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa
permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan
sendiri atau dikuasakan kepada notaris.Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan
akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri
dicatat dalam diftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan
dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya,
undang-undang ini tidak dikaitkan dengan undang- undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan,
dadam undang-undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui
media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik
lainnya.
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Undang-undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi
dan Dewan Komisaris. Undang-undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan
komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, undang-undang
ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas
Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nashat dan saran kepada Direks serta
mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Daam undang-undang ini ketentuan mengena struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu
terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar
Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
sedangkan kewagjiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengena
pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat
dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali
paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini
menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila
Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Daam undang-undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang
bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat,
dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya
hubungan Perseroan yang seras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di
bidang dan/atau kerkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab
Sosia dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewagjiban Perseroan tersebut, kegiatan
Tanggung Jawab Sosia dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewgjaran.
Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan
berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam undang-
undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewagjiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan undang-undang ini dibentuk tim ahli
pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri
berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli
tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia
usaha

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka
undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih
menberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya
bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi
harta kekayaan pribadinya.

Ayat (2)

Daam hal-ha tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas
tersebut apabilaterbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya
kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi
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pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata- mata
sebagal alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4

Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewagjiban setiap Perseroan untuk menaati asas
itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik
(good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya’ adalah semua
peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan,
termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan
perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang ini yang berlaku
adalah undang-undang ini.

Pasal 5

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib
mempunyai alamat sesuali dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain
dalamsurat- menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut
harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh)
tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan
untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia
maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan
prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan
hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu)
orang pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ha Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk
menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham
sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan
nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari
Perseroan yang meleburkan diri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham
adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan
umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau
pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Ayat (7)

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
Huruf a

Y ang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan
yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam undang-undang tentang badan usaha
milik negara.

Huruf b

Cukup jelas.
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Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada
dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara
Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan
hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang
berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan
tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang
tersendiri.Daam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan
badan hukum pendiri adalah dokumen yang segjenis dengan itu, antara lain certificate of
incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan
peraturan pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau peraturan daerah tentang
penyertaan daerah dalam Perseroan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Y ang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh
pemegang saham pada saat pendirian Perseroan.

Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nhominal sehingga menimbulkan selisih antara
nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan
keuangan sebagal agio.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah
jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum
Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan
dengan saat pengajuan permohonan diterima.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang
dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh peabat yang berwenang yang
membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari Bnda tangan pejabat
yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.

Ayat (7)

Lihat penjelasan ayat (3).

Ayat (8)
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang
dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan
kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan
cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagal satu kesatuan dengan akta
pendirian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13
Avyat (1)
Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan
hak dan/atau kewagjiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum
Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan
kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum,
baik yang menyebukan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun
menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direks tidak dapat melakukan
perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa
persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat
Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi
dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri
tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan kerdasarkan
surat kuasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15
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Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Y ang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara
lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara
perseorangan atau paket.
Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Daam hal tidak ada tulisan singkatan “ Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat
kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota
atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di
desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai
maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian
tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
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Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran
dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh
kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka
atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan
menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Y ang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris’ adalah harus dalam bentuk
akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Dalam ha permohonan tetap digukan, Menteri wajib menolak permohonan atau
pemberitahuan tersebuit.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (7).

Contoh:

Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15
November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila
jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan
anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah digjukan kepada
Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.

Daam ha RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut
pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7
Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus digjukan paling lambat 7
September 2007.

Dalam ha RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20
Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan
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digjukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “undang-undang ini menentukan lain” adalah, antara lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 undang-undang ini yang mengatur
adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya keputusan menteri atau adanya
tanggal kemudian yang ditetapkan dalam keputusan menteri, yang memuat syarat tunda yang
harus dipenuhi Iebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal
persetujuan Menteri.

Huruf ¢

Y ang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau
akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan
tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang
pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direkss dan Dewan Komisaris,
pembubaran Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011



-50-

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau
freight forwarding.

Ayat (3)

K etentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.
Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang
saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah
diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan
Komisaris.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara
mengangsur.

Pasal 34

Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup
kemungkinan penyetoran saham ddlam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun
benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima
oleh Perseroan.Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang
menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain
yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Ayat (2)

Nila wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak
tersedia, nila waar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan
karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Y ang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:

a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dergjat kedua, baik secara
horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau
pemegang saham dari Perseroan;

b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi
atau Dewan Komisaris,

c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
dan/atau

d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (3)

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat
Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai
setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Pasal 35

Ayat (1)

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk
menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensas karena
dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk
mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh
waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat
dikompensasikan sebagai setoran saham.

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin
utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunya hak tagih
terhadap Perseroan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dalam ketertuan ini adalah kewagjiban pembayaran utang oleh Perseroan
dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor
dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka
kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian,
Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki
sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi
apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki
saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki
saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau
lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Pengertian
kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham
pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara’ atau lebih dan
sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Ayat (2)

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau
pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut
diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam
hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga
tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang tentang Pasar Modal.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila
saham tersebut ditarik kembali.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan Perseroan
dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang
disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat
menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara
pengurangan modal.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
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Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian
kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal
yang menjadi tugas Direks daam pembelian kembali saham, seperti melakukan
pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2)

Cukuwp jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal Perseroan adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan
modal disetor.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “ pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah
penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS,
tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti
menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara’ adalah jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah
kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar |ebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan
pada ayat ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain
saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan
dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi
pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak
menggunakan haknya.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan moda dasar, modal
ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat
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terjadi dengan cara menarik kembali sasham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau
dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

“Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka
pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang
mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan
saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengel uarkan saham atas tunjuk.
Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-
undang berwenang mengawas Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang
tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi
dan pertambangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya
hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan
suara dalam RUPS, atau hek untuk menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah
nilai nominal saham.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar khusus’ adalah salah satu sumber informasi mengenal
besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan
yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Y ang dimaksud dengan “keluarganya’ adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

Ayat (3)
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Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Y ang dimaksud dengan "tidak mengatur lain“ adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban
untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang
harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Pasal 51

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan
kebutuhan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak
atas 1 (satu) ssham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi sasham” adalah pengelompokan saham berdasarkan
karakteristik yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan“saham biasa® adalah saham yang mempunya hak suara untuk
mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan
Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa
kekayaan hasil likuidasi.

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang
saham klasifikasi lain.

Ayat (4)

Bermacam macam klasifikas saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut
masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari
2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54

Ayat (1)

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan “akta’, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta
bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada
Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena
warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena
kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak
boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan
kepada pihak ketiga.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebaga benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada
pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat
mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak
suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat
diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.
Pasal 61

Ayat (1)

Gugatan yang digjukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan
tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi
akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru
yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.
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Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”
adalah peraturan perundang- undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja
diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui
oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-
undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan
Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja
cukup disampaikan oleh Direks kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk |aporan tentang hasil
atau kinerja Perseroan.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang
melibatkan Perseroan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan“ adalah standar yang ditetapkan oleh
Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah  bentuk
pertanggungjawaban anggota Direks dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan
tugasnya.

Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwgjibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan
tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah
diaudit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis’ adalah agar RUPS dapat menggunakannya
sebagal salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan
tersebut.

Anggota Direks atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan antara lain
karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 68

Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit
timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.

Kewagjiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan
dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga
halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola
dana masyarakat”, antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan “surat pengakuan utang®, antara lain obligas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada
masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari
aktiva, kewagjiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan.

Direks dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi Iaporan
keuangan Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi
pajak.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun
buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku
sebelumnya.

Ayat (3)

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada
ayat (1) adalah cadangan wajib.

Cadangan wagjib adalah jumlah tertentu yang wajib disishkan oleh Perseroan setigp tahun
buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan
datang.
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Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya
yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud
dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan
untuk berbagai keperluan Perseroan, misanya untuk perluasan usaha, untuk pembagian
dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya.

Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan
disetor dinilai sebagai jJumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran.
Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih
digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau
pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta
bonus untuk karyawan.

Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan
dan diperhitungkan sebagai biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun
buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku
sebelumnya.

Ayat (3)

Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup
akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat
membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut.

Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rpl.000,00 (seribu rupiah) per saham.
Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada
dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu
rupiah) per saham.

Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan
(retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar
Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan
adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00
(delapan ratus rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.
Ayat (3)

Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos
pendapatan lain-1ain dari Perseroan.

Pasal 74

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011



-59-

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang,
dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Y ang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber
daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber
daya alam.

Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan
dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan
sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber
daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang
undangan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk
memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak
pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang
saham yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat
daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4),
serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS
harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani
secara fisik atau secara elektronik.

Pasal 78

Ayat (1)
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Yang dmaksud dengan “RUPS lainnya’ dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar
biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan “aasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS’, antara lain
karena Direks tidak mengadakan RUPS tahunan sesua dengan batas waktu yang telah
ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan
berakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan
tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS’ adalah khusus berlaku untuk RUPS
ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan
persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan.

Y ang dimaksud dengan “bentuk RUPS’ adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Y ang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa
atas penetapan tersebut tidak dapat digjukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Ayat (7)

Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan
adalah hanya upaya hukum kasas dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.
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Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan RUPS adalah kewgjiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh
Dewan Komisaris, antaralain dalam hal Direks tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direks berhalangan atau terdapat pertentangan
kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82

Ayat (1)

“Jangka waktu 14 (empat belas) hari* adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat.
Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat
dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesua dengan
ketentuan undang- undang ini.

Ayat (2)

Cukuwp jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham
mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran
dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan
hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak
suara.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung
maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan
kuorum.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan
kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui
daam undang-undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak
dibenarkan. Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian
atau perusahaan efek yang mewakili pemegang sasham dalam dana bersama (mutual fund)
bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Ayat (4)

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011



-62-

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota
Direks, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung,
tetapi dalam pemungutan suara mereka sebaga kuasa pemegang saham tidak berhak
mengel uarkan suara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan
undang-undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil
daripada kuorum yang ditentukan oleh undang- undang ini.

Ayat (2)

Dalam ha kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian

ditutyp dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat
dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS
yang kedua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam ha kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian
ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat
dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada
ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Ayat (6)

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pegabat lain yang
mewakili ketua.

Ayat (7)

Y ang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa
atas penetapan tersebut tidak dapat digjukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang
disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari Y2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul

dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari %2 (satu perdua) jumlah suara yang
dikeluarkan. Jikaterdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih
dari % (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang
mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan
suaralebih dari ¥ (satu perdua) bagian.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
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Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan
pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar” adalah lebih besar daripada yang ditetapkan
pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran
is risalah RUPS tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS’ dalam praktik dikenal
dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution).

Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi
keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan
kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh
pemegang saham.

Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini menugaskan Direks untuk mengurus Perserocan yang, antara lain meliputi
pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antaralain
didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang
sgenis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Direks sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan
jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewagjarnya penetapan tersebut
dilakukan oleh Direks sendiri.

Pasal 93

Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sgak yang bersangkutan dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan
Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sgjak selesai menjalani hukuman.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Y ang dimaksud dengan “ sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank,
pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana
masyarakat.

Ayat (2)

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011



-64-

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota
Direks yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instarsi
yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 94

Ayat (1)

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan pengangkatan anggota Direks untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan
anggota Direks yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan
jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.
Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun segjak tanggal pengangkatan,
maka sgjak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan
tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali
oleh RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direks” termasuk perubahan karena
pengangkatan kembali anggota Direks.

Ayat (8)

Y ang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran
dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Y ang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan
lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan undang-undang
ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum segjak diketahuinya pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan
Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan
diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direks di luar anggota
Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direks sesuai
dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direks yang demikian itu, yang
mel aksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji
dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan
saksama dan tekun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya
kerugian” termasuk juga langkahlangkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan
pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.
Ayat (6)

Dalan ha tindakan Direks merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenunhi
persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk
melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7)

Gugatan yang digukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris
melaksanakan fungs pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direks,
untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama
dengan anggota Direks lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas
hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-
tiap anggota Direks berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan,
anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direks tertentu.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang”, misalnya RUPS tidak
berwenang memutuskan bahwa Direks di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian
besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS
dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).

Y ang dimaksud ‘tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya anggaran dasar
menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi
harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil
keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
Direks harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah
ketentuan anggaran dasar tersebut.

Pasal 99

Cukup jelas.
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Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
daam Pasal 50, risdlah RUPS dan risalah rapat Direks memuat segala sesuatu yang
dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya’, antara lain risalah rapat Dewan
Komisaris, perizinan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan.
Laporan Direks mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (2).

Y ang dimaksud dengan “ keluarganya “, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun
tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan.

Y ang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaks atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak” adalah satu transaks atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan
dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen).

Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku
sesual neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2)

Berbeda dari transaks pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatas jangka waktunya,
tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan
dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau perjaminan kekayaan Perseroan, misalnya
penjudlan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan
penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Yang dimaksud “kuasa’ adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana
disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 104

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan digjukan ke pengadilan niaga
sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.

Pasal 105

Ayat (1)

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan
yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direks yang ditetapkan
dalam undang-undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau
karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secaratertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Mengingat pemberhentian anggota Direkss oleh RUPS memerlukan waktu untuk
pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris
sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakikan pemberhentian
sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang
memberhentikan sementara tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 107

Huruf a

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan
pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus digjukan dalam kurun waktu
tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direks yang bersangkutan
berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan
Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan
Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri
dalam menjalankan tugas Direksi, setigp anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan
Dewan Komisaris.

Ayat (5)
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Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat,
Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan
Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih
besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari
instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya’ adalah anggota Dewan
Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai
dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena
pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut
bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Huruf a

Risaah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan
dalam rapat tersebut.
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Y ang dimaksud dengan “salinannya’ adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena
adli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Huruf b

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan.

Y ang dimaksud dengan “keluarganya’, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Huruf ¢

Laporan Dewan Komisaris mengenai ha ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara
tertulis dari Dewan Komisaris.

Y ang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi
dalam melakukan perbuetan hukum tertentu.
Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan
hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesua dengan ketentuan
anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuai dapat dibuktikan pihak lainnya tidak
beritikad baik.

K etentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi
anggota Direksi sesuai dengan ketentuan undang- undang ini.

Pasal 118

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada.

Yang dimaksud dengan “dalam keadasan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of
good cor porate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite
nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang
menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan
untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf d

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwgjibkan sebagai bagian dari
usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang
kesel uruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunya bidang
usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan
Perseroan perbankan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Y ang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum
lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

Ayat (6)

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011



-71-

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil
alih serta harga wajar ssham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham
dalam rangka konversi saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului
dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan
dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap
memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.
Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga
dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang
merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau
Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga
waar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2)
huruf ¢ dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang
bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika
mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah
dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sgjak tanggal:

a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;

b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan
anggaran dasar; dan

c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Y ang dimaksud dengan “ pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum
sehinggatidak diperlukan akta peralihan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta
secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya.
Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini
memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang
akan diperiksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang
berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih
lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141

Ayat (1)

Daam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri
mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta
ruang lingkup Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan
hasil pemeriksaan.

Pasal 142

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan
melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha
dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha
perasuransian.

Ayat (2)

Berbeda dari bubarnya Perseroan sebaga akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak
perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus
selalu diikuti dengan likuidasi.
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Huruf a

Y ang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus
dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris
diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan.

Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan
terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 143

Ayat (1)

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagal badan hukum, Perseroan dapat
dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator.

Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu
Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Y ang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain:

a Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih,
yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instans pajak;

b. dalam ha sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun
telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;

c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS
tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham
memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau

d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada
Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 147

Ayat (1)

Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal:

a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau

b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan
dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sgak tanggal pengumuman
pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam surat kabar
tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli
2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tangga 3 Juli
2007.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaaan hasil likuidasi”, termasuk
rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Y ang dimaksud dengan ‘tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan
kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar
daripada kekayaan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan
laporan pertanggungjawaban atas likuidas yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Ayat (1)
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Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal,
misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam undang-undang ini.
Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyal sifat tertentu yang berbeda dari
Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap
Perseroan tersebuit.

Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, ha yang
berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan
RUPS.

Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan
hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Y ang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang
didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 158

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah
dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun segjak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4756.
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logo
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.01-HT.01.10 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10
Pasal 10 dari UU 40-2007

(1)
Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri
paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen

pendukung.

(2)

Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
3)

s/d (10) dst...

ayat (2), Pasal 11

Pasal 11 dar1 UU 40-2007

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan
Menteri.

dan mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN
PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan
berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undangdensisied0- TaHiaa 2007 teitth28Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
2.Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut Sisminbakum adalah jeni pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
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dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3.Format Isian adalah Format Isian Akta Notaris yang selanjutnya disebut FIAN.

4.FIAN Model I adalah FIAN untuk permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan.

5.FIAN Model IT adalah FIAN untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.

6.FIAN Model III adalah FIAN untuk penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang
diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

7.Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8.Pejabat yang Ditunjuk adalah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

BAB II
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2
(1)Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.
(2)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 3
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN
Model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen
pendukung.
(2)Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 4
(1)Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atau menolak permohonan yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Pernyataan tidak berkeberatan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung melalui Sisminbakum.

Pasal 5
(1)Jika FIAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas
permohonan yang bersangkutan.
(2)Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dan
dibuktikan dengan tanda terima.
(3)Jika semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 7 (tujuh) hari, Menteri
atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan.
(4)Pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara elektronik.

Pasal 6
(1)Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
tidak dipenuhi, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk langsung memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui Sisminbakum, dan
pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
(2)Jika Notaris dapat membuktikan telah menyampaikan secara fisik permohonan yang dilampiri dokumen pendukung dalam batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka pernyataan tidak berkeberatan tidak menjadi gugur.
(3)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan secara fisik surat kedua yang dilampiri dokumen pendukung
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan kembali
permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan memperhatikan
ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani.
(5)Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian batas sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum
memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

Pasal 7
Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
a.salinan akta pendirian Perusahaan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan, jika ada;
b.salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
c.bukti pembayaran biaya untuk:
)persetujuan pemakaian nama;
2)pengesahan badan hukum Perseroan; dan
3)pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
d.bukti setor modal Perseroan berupa:
1)slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyetor
modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua daigotstddirckstidrelstigia-saia?@tinua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang;
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2)keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang
disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;

3)Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero; atau

4)neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.

e.surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan yang
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan
f.dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Pasal 8
(1)Menteri memberikan persetujuan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan.
(2)Akta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.nama dan/atau tempat kedudukan;
b.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
c.jangka waktu;
d.besarnya modal dasar;
e.pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
f.status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
(3)Untuk memperoleh persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris
sebagai kuasa direksi mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

Pasal 9
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara
mengisi FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama Perseroan diajukan setelah pemakaian nama disetujui Menteri
atau Pejabat yang Ditunjuk.
(3)Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model II tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 10
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan
persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 11
Dokumen pendukung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar meliputi:
a.salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
c.bukti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;
d.bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e.bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai
peningkatan modal Perseroan;
f.pengumuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai pengurangan modal;
g.surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari
direksi Perseroan jika alamat lengkap Perseroan berubah; dan
h.dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYAMPAIAN, PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Pasal 12
(1)Akta perubahan anggaran dasar perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan anggaran dasar di luar
ketentuan Pasal 8 ayat (2).
(2)Perubahan data Perseroan yang harus diberitahukan kepada Menteri meliputi:
a.perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
b.perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
c.perubahan alamat lengkap Perseroan;
d.pembubaran Perseroan;
e.berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni; dan
f.telah berakhirnya proses likuidasi.
(3)Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan data Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Notaris selaku kuasa direksi kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.
(4)Dalam hal Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin dari instansi terkait pemberitahuan

kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal izin tersebut
diterbitkan. Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011
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Pasal 13
(1)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi
FIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
(2)Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model II tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 14
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Mutatis mutandis berlaku bagi penyampaian pemberitahuan
perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan.

Pasal 15
(1)Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:
a.salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
b.salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan;
c.bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
d.dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Dokumen pendukung bagi data Perseroan meliputi:
a.perubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah
saham yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas saham;
b.perubahan susunan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atau notula RUPS atau keputusan pemegang saham
di luar RUPS;
c.perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnya meliputi surat keterangan alamat lengkap dari Pengelola Gedung atau
surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan.
(3)Dokumen pendukung bagi pembubaran Perseroan meliputi:
a.Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman pembubaran dalam surat kabar, karena Perseroan bubar berdasarkan
keputusan RUPS;
b.Berita Acara RUPS atau notula RUPS, karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan;
c.penetapan pengadilan.
d.surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pilit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
e.surat keterangan dari kurator yang menyatakan bahwa Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi;
f.surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha Perseroan.
(4)Dokumen pendukung bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena hukum meliputi:
a.salinan akta penggabungan, karena terjadinya penggabungan;
b.salinan akta peleburan, karena terjadinya peleburan;
c.salinan akta pemisahan murni, karena terjadinya pemisahan murni.
(5)Dokumen pendukung telah berakhirnya proses likuidasi Perseroan meliputi:
a.pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat
kabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau kurator;
b.pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan atau peleburan atau pemisahan murni.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16
(1)Notaris yang wilayah kerjanya:
a.belum mempunyai jaringan elektronik, atau
b.jaringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh pemerintah Republik Indonesia,
dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Bab II, permohonan persetujuan perubahan
anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Bab III dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV secara
manual.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a.Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11 atau Pasal 15;
b.Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi (PT. Telkom Tbk) setempat yang menyatakan bahwa wilayah kerja Notaris yang
bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Bab VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf f yang telah
dilaksanakan sebelum tanggal 16 Agustus 2007 harus disampaikan pemberitahuannya oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang
Ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan Menteri ini.

Pasal 18
(1)Perseroan yang telah memperolah status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2007 wajibairersisnaikewsed@gigardds@aiya dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan.
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(3)Perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada
Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk untuk memperoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN model II dan
dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

(4)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula mengenai nama-nama pemegang saham dan jumlah saham yang
dimilikinya serta nama dari anggota direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.

Pasal 19
Dokumen pendukung bagi penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
a.salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan;
b.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;
c.bukti pembayaran Penyesuaian Anggaran Dasar;
d.bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Perseroan atau neraca Perseroan jika Perseroan juga melalukan peningkatan modal;
e.pengumuman dalam surat kabar jika perseroan juga melakukan pengurangan modal;
f.surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi
Perseroan; dan
g.dokumen pendukung lain dari instansi terkait jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan
peraturan pelaksanaannya;
b.Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.02.HT.01.01 Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata
Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
c.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Tata Cara
Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporan, dan Pemberitahuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

© LDj-2010 * ke atas

Kajian sistem..., Louise Fatricia, FHUI, 2011
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